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Ringkasan

Undang-undang No. 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak
atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang diundangkan pada tanggal 29
Mei 1997 telah dinyatakan bahwa Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan mulai berlaku di Indonesia sejak 1 Januari 1998, hanya saja
pada tahun 1997-1998 merupakan masa sulit bagi Indonesia dan di dunia
lainnya. Sebagai jenis pajak yang baru diterapkan kembali di Indonesia,
aturan BPHTB terus dievaluasi untuk diterapkan secara lebih efektif,
efisien dan dapat memenuhi fungsi budgeter pajak yaitu sebagai salah
satu alat pendapatan negara.

Adapun beberapa permasalahan yang akan dibahas, yaitu
bagaimanakah implementasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan di Kabupaten Gresik ditinjau dari Undang-Undang Nomor 21
Tahun 1997 jo Nomor 20 Tahun 2000 tentang BPHTB, dan upaya apa
yang dapat dilakukan oleh Kantor Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten
Gresik dalam meningkatkan penerimaan pajak negara melalui sektor Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Tujuan dari penulisan skripsi ada dua yaitu tujuan umum dan
khusus. Tujuan umum merupakan syarat kelengkapan akademis bagi
seorang mahasiswa, guna untuk mencapai gelar Sarjana Hukum sesuai
dengan ketentuan kurikulum program sarjana strata | Fakultas Hukum
Universitas Jember. Tujuan khusus, untuk mengetahui pelaksanaan Bea
Perolehan Hak atas Tanah Bangunan di Kabupaten gresik ditinjau dari
Undang-Undang No. 21 Tahun 1997 jo Undang-Undang No 20 Tahun
2000 dan untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh kantor Pelayanan
Pajak Bumi dan bangunan Kabupaten Gresik dalam meningkatkan
penerimaan pajak negara melalui sektor Bea Perolehan hak atas Tanah
dan Bangunan.

Metodologi penulisan yang digunakan dalam skripsi ini yaitu

menggunakan metode pendekatan masalah yuridis normatif, dengan

%111
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sumber data primer yaitu yang diperoleh dari wawancara dan sumber data
sekunder dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang
berhubungan dengan permasalahan yang dibahas kemudian dianalisi
secara 'deskriptif analitis  untuk mencapai kesimpulan dengan
menggunakan metode deduktif.

Kesimpulan dari skripsi ini adalah pelaksanaan Bea Perolehan Hak
atas Tanah dan Bangunan di Kabupaten Gresik sudah sesuai dengan
ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 21
Tahun 1997 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000, terutama dalam
menjaring wajib pajak dan perolehan pajaknya telah berjalan dengan baik,
hal ini dapat dilihat dari mulai tumbuhnya kesadaran membayar pajak di
kalangan masyarakat serta upaya Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan
Bangunan di Kabupaten Gresik telah menunjang dan meningkatkan
penerimaan negara melalui sektor pajak, meskipun tidak sebesar
penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Kantor Pelayanan Pajak Bumi
dan Bangunan Kabupaten Gresik sudah melaksanakan pula upaya-upaya
seperti yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk
memberikan  penyuluhan tentang pentingnya membayar pajak pada

umumnya dan membayar Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
pada khususnya.

Yy


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang No. 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak
atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang diundangkan pada tanggal 29
Mei 1997 telah dinyatakan bahwa Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan mulai berlaku di Indonesia sejak 1 Januari 1998, hanya saja
pada tahun 1997-1998 merupakan masa sulit bagi Indonesia dan di dunia
lainnya. Dengan terjadinya krisis moneter dan ekonomi, hal ini
mengakibatkan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan tidak dapat
diterapkan sesuai dengan ketentuan UU No. 21 Tahun 1997. Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan baru efektif dikenakan sebagai
pajak atas perolehan hak atas tanah dan bangunan pada tanggal 1 juli
1998. dengan demikian setiap perolehan hak, baik karena pemindahan
hak ataupun pemberian hak baru, yang diperoleh seseorang atau badan
pada tanggal 1 juli 1998 dan sesudahnya dikenakan BPHTB. Sebagai
jenis pajak yang baru diterapkan kembali di Indonesia, aturan BPHTB
terus dievaluasi untuk diterapkan secara lebih efektif, efisien dan dapat
memenuhi fungsi budgeter pajak yaitu sebagai salah satu alat penerimaan
negara.

Setelah diterapkan secara kurang lebih 2 tahun maka pemerintah
bersama DPR memandang perlu dilakukan penyempurnaan Undang-
Undang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Hal ini dilakukan
dengan keluarnya Undang-Undang No. 20 Tahun 2000 Tentang
Perubahan Undang-Undang No 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan

Hak atas Tanah dan Bangunan. Perubahan ini dilakukan dengan 3
pertimbangan,
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Yaitu (Marihot Siahaan, 2003;51):

1. Dalam rangka lebih meningkatkan kepastian hukum dan keadilan
serta menciptakan sistem perpajakan yang sederhana tanpa
mengabaikan pengawasan dan pengamanan penerimaan negara.

2. Agar pembagunan nasional dapat dilaksanakan secara mandiri.

3. Untuk menampung penyelenggaraan kegiatan usaha yang terus
berkembang dibidang peroiehan hak atas tanah dan bangunan.
Perubahan ini juga dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa

pemberlakuan Undang-Undang No. 21 Tahun 1997 Tentang Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan pada tahun 1998 bersamaan
dengan terjadinya perubahan tatanan perekonomian nasional dan
internasional sehingga berpengaruh terhadap perilaku perekonomian
masyarakat yang perlu diakomodasikan dengan cara melakukan
penyempurnaan Undang-Undang No. 21 Tahun 1997. Dengan berpegang
teguh pada asas keadilan, kepastian hukum, legalitas, dan
kesederhanaan, maka arah dan tujuan penyempurnaan Undang-Undang
BPHTB yang dilakukan adalah:

a. Menampung perubahan tatanan dan perilaku ekonomi masyarakat
dengan berpedoman pada tujuan pembangunan nasional dibidang
ekonomi yang bertumpu pada kemandirian bangsa untuk
membiayai pembangunan dengan sumber pembiayaan yang
berasal dari penerimaan pajak.

b. Lebih memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat
pelaku ekonomi untuk berpartisipasi dalam pembiayaan
pembangunan sesuai dengan kewajibannya.

Berdasarkan pada arah dan tujuan penyempurnaan Undang-
Undang No 21 Tahun 1997 maka pokok-pokok yang dilakukan dalam
Undang-Undang No 20 Tahun 2000 adalah:

1. memperiuas cakupan objek pajak untuk mengantisipasi terjadinya
perolehan hak atas tanah dan atau bangunan dalam bentuk
terminologi yang baru,
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2. meningkatkan disiplin dan pelayananan kepada masyarakat serta
pengenaan sanksi bagi pejabat dan waijib pajak yang melanggar;

3. memberikan kemudahan dan perlindungan hukum kepada wajib
pajak dalam melaksanakan kewajibannya,

4. menyesuaikan ketentuan BPHTB dengan ketentuan yang berkaitan
dengan Undang-Undang No 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan
Daerah dan Undang-Undang No 25 Tahun 1999 Tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah.

Hal ini merupakan sebagai upaya untuk memenuhi pengeluaran
pemerintah berkaitan dengaﬁ tugasnya untuk menyelenggarakan
pemerintahan umum dan pembangunan. Pemerintah menerapkan pajak
sebagai salah satu sumber penerimaan negara. Bila melihat
perkembangan penerimaan pajak pada APBN maka tampak bahwa pajak
telah menjadi primadona yang mendominasi penerimaan negara.

Untuk tetap dapat meningkatkan penerimaan negara dari sektor
pajak, pemerintah berupaya menggali potensi pajak. Salah satunya
diwujudkan dengan cara mencari dan menerapkan jenis pajak yang
sesuai dengan kondisi bangsa Indonesia. Jenis pajak baru yang
diterapkan di Indonesia seiring dengan penggalian potensi baru adalah
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang mulai diberlakukan
sejak tahun 19898. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
sebenarnya merupakan jenis pajak lama yang pernah dipungut pada
masa pemerintahan penjajah tetapi dihapus seiring dengan berlakunya
UUPA, dan diterapkan kembali karena dianggap sesuai dengan keadaan
bangsa Indonesia dewasa ini.

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan merupakan pajak
yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan. Dalam
memori penjelasan UU No.20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak
atas Tanah dan Bangunan disebutkan bahwa tanah sebagai bagian dari
bumi yang merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa serta memiliki
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fungsi sosial, disamping memenuhi kebutuhan dasar untuk papan dan
lahan usaha, juga merupakan alat investasi yang sangat menguntungkan.
Di samping itu bangunan juga memberi manfaat ekonomi bagi pemiliknya.
Oleh karena itu, bagi mereka yang memperoleh hak atas tanah dan
bangunan, wajar menyerahkan sebagian nilai ekonomi yang diperolehnya
kepada negara melalui pembayaran pajak, dalam hal ini Bea Perolehan
Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Apabila dikaitkan dengan salah satu fungsi pajak sebagai alat
memasukkan penerimaan bagi negara (fungsi budgeter pajak)
pemberlakuan Bea Perolehan Hak atas Tanah Bangunan dilatar belakangi
ofeh' pemikiran untuk meningkatkan penerimaan negara, terutama
penerimaan daerah, yang penting bagi penyelenggaraan pemerintahan
dan pelaksanaan pembangunan nasional. Hal ini mendasari pemikiran
bahwa subyek pajak yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan
mendapat keuntungan ekonomis dari pemilikan suatu tanah dan
bangunan sehingga dianggap wajar apabila diwajibkan untuk
menyerahkan sebagian nilai ekonomi yang diperolehnya kepada negara
melalui pembayaran BPHTB. Dengan memperhatikan fungsi tanah yang
demikian penting bagi penyelenggaraan kehidupan masyarakat ataupun
bagi pembangunan, penggalian sumber penerimaan tersebut tentunya
akan berarti sekali terutama sebagai sumber pembiayaan
penyelenggarakan pemerintahian dan pembangunan daerah.

Walaupun demikian pengenaan BPHTB tetap memperhatikan
aspek keadilan bagi masyarakat terutama golongan ekonomi lemah dan
masyarakat berpenghasilan rendah. Hal ini dapat dilakukan dengan
mengatur perolehan hak atas tanah dan bangunan yang tidak kena pajak.
Untuk itu pemerintah menetapkan suatu besaran tertentu nilai perolehan
objek pajak yang tidak dikenakan pajak, apabila perolehan hak yang
terjadi dengan nilai perolehan dibawah besaran tersebut maka perolehan
hak itu tidak terutang pajak. Disisi lain apabila nilai perolehan yang teriadi
di atas besaran tertentu maka pajak terhutang dihitung dari selisih antara
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nilai perolehan dengan besaran tersebut. Dengan demikian terpenuhi
keadilan dalam pengenaan pajak dzngan tetap memperhatikan
masyarakat kecil.

BPHTB merupakan jenis pajak yang dihidupkar: kembali dalam hal
balik nama atas pemilikan tanah dan bangunan. BPHTB merupakan
pengganti Bea Balik Nama atas harta tetap berupa hak atas tanah yang
pernah ada pada masa penjajahan Belanda dan tidak dipungut lagi sejak
di undangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, dengan melihat
kondisi masyarakat dan perekonomian nasional maka pemerintah
bersama DPR memandang perlu diadakannya pungutan pajak perolehan
hak atas tanah dan bangunan dengan nama Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan. Tarif yang ditetapkan menurut Undang-Undang
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah sebesar 5% dari
Nilai Perolehan Objek Kena Pajak. Dengan Demikian semua pungutan
atas perolehan hak atas tanah dan bangunan diluar ketentuan Undang-
Undang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan tidak
diperkenankan.

Hasil penerimaan pajak dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan merupakan penerimaan Negara yang sebagian besar
diserahkan kepada pemerintah daerah, dengan tujuan untuk
meningkatkan pendapatan daerah guna membiayai penyelenggaraan
pemerintah daerah dan dalam rangka memantapkan otonomi daerah.
Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan pula
kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab di daerah secara
proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan
pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan
keuangan pemerintah pusat dan daerah dilaksanakan atas dasar
desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas perbantuan.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

6

Dengan landasan inilah penullis memilin judul skripsi :

“IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO.21 Tahun 1997 Jo
UNDANG-UNDANG NO.20 TAHUN 2000 TENTANG BEA
PEROLEHAN HAK . ATAS TANAH DAN BANGUNAN DI

KABUPATEN GRESIK UNTUK MENINGKATKAN PENERIMAAN
PAJAK NEGARA ",

1.2 Ruang Lingkup

Untuk memahami substansi judul skripsi ini, terlebih dahulu perlu

diberi batasan-batasan pengertian Judulnya. Hal ini dianggap perlu karena
segala persoalan yang menyangkut substansi judul skripsi ini harus
dikembalikan kepada pengertian tersebut. Dengan demikian batasan
pengertian judul ini akan berarti pula untuk memberikan pengarahan
kepada para pembaca tentang apa yang terurai dalam skripsi ini.

Adapun pengertian judul skripsi ini lebih terperinci adalah sebagai

berikut :

1.

Bea Perolehan hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak yang
dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan.

. Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan adalah perbuatan

atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas
tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.

Hak atas tanah adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (
Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997).
Meningkatkan adalah menaikkan. (W.J.S. Poerwadarminta,
1984:1078)

Penerimaan adalah penerimaan negara dalam arti seluas-luasnya
yang meliputi penerimaan yarig diperoleh dari hasil penjualan
barang-barang dan jasa-jasa yang dimiliki dan dihasilkan oleh
negara. ( Saiful Islam, 1988;5).

e

F
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6.

Pajak Negara adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat
yang penyelenggaraannya dilakukan oleh inspeksi pajak untuk

membiayai rumah tangga negara pada umumnya. (C.S.T.
Kansil,1990;330).

Jadi pengertian seluruh judul skripsi ini adalah pajak yang dikenakan atas
perolehan hak atas tanah dan bangunan yang dipungut di Kabupaten

Gresik yang jumlahnya cukup besar dapat meningkatkan atau menaikkan
penerimaan negara melalui sektor pajak.

1.3 Rumusan masalah

Berdasarkan judul diatas, permasalahan yang akan dibahas,

dirumuskan sebagai berikut:

1.

Bagaimana implementasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan di Kabupaten Gresik ditinjau dari Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 1997 jo Nomor 20 Tahun 2000 tentang BPHTB.

Upaya apa yang dapat dilakukan oleh Kantor Pajak Bumi dan
Bangunan Kabupaten Gresik dalam meningkatkan penerimaan

pajak negara melalui sektor Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan.

1.4 Tujuan Penuiisan

1.4.1

1.4.2

Tujuan umum :

Tujuan Umum yaitu yang merupakan syarat kelengkapan akademis
bagi seorang mahasiswa, guna mencapai gelar sarjana hukum
sesuai dengan ketentuan kurikulum program sarjana strata |
Fakultas Hukum Universitas Jember.

Tujuan khusus :

. Untuk mengetahui pelaksanaan Bea Perolehan Hak atas Tanah

dan Bangunan di Kabupaten Gresik ditinjau dari Undang-Undang
No.21 Tahun 1997 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2000.
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2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan
Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Gresik dalam meningkatkan
penerimaan pajak negara melalui sektor Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan.

1.5 Metode Penulisan

Dalam rangka menulis skripsi ini sangat diperlukan metode-metode
tertentu baik dalam mengumpulkan data, analisa data, maupun untuk
menarik kesimpulan. Metode metode yang dipergunakan mempunyai
tujuan agar dapat diperoleh data yang obyektif dengan harapan hasil akhir
pembahasannya dapat memenuhi segala persyaratan yang diperiukan
sebagai suatu tulisan yang bersifat iimiah.

Adapun metode-metode yang dipergunakan dalam menulis sKripsi
ini sebagai berikut :

1.5.1 Pendekatan Masalah

Untuk mendekati permasalahan pada skripsi ini dipergunakan
metode pendekatan yuridis normatif vyaitu suatu pendekatan dalam
penelitian yang menekankan pada pembahasan masalah menggunakan
ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam peraturan perundang-

undangan yang berkaitan dengan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan.

1.5.2 Sumber Data

Data aktual yang dikumpulkan mutlak diperlukan sebagai bahan
penulisan skripsi ini adalah data primer dan data sekunder, yaitu data
yang diperoleh secara tidak langsung baik berupa dokumen maupun

informasi lain serta catatan-catatan yang diperoleh di Kantor Pelayanan
Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Gresik.
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1.5.3 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini
melalui studi kepustakaan yaitu teknik yang dilakukan dengan membaca,
mempelajari, dan memahami beberapa bahan pustaka seperti peraturan
perundang-undangan, buku, laporan dan dokumen yang berkaitan dengan
masalah yang akan dibahas nantinya.

Setelah data terkumpul lalu diolah untuk mendapatkan gambaran
obyek yang akan dibahas secara jelas. Pengolahan data bermaksud agar
data yang terkumpul menjadi rapi sehingga siap pakai dan mempermudah
proses selanjutnya untuk menganalisa data tersebut.

1.5.4 Metode Analisa Data

Pada dasarnya dalam menganalisa data diolah secara deskriptif
kualitaif yaitu proses menganalisa data tidak menggunakan alat statistik
mengingat data yang diperoleh hanya berupa keterangan-keterangan dan
dokumen-dokumen serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan
dengan masalah yang akan dibahas .

Kemudian hasil analisa data ini disimpulkan menggunakan metode
deduktif yaitu pembahasan masalah dimulai dari hal-hal yang bersifat
umum menuju pembahasan yang bersifat khusus.
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BAB Il
FAKTA, DASAR HUKUM, DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

Dengan pembentukan daerah otonom yaitu Pemerintah Propinsi
dan Pemerintah Kabupaten / Kota tidak berarti pemerintah pusat lepas
tangan terhadap penerimaan keuangan daerah yang digali oleh
Pemerintah Daerah otonomi tersebut. Pemerintah Pusat telah memikirkan
pula tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan
pemerintah daerah baik masa Iémpau. masa kini, ataupun masa yang
akan datang, tiada hentinya sepanjang masa. Hal ini merupakan suatu
faktor yang dinamis dalam suatu negara selama didalam negara tersebut
masih berlaku sistem perimbangan keuangan antara pemerintah pusat
dan daerah.

Untuk menciptakan suatu perimbangan keuangan bukan hal yang
mudah, masalahnya menjadi rumit dan saling berkaitan. Banyak faktor
yang harus dipertimbangkan dalam merumuskan sistem perimbangan
keuangan yang baik, antara lain faktor obyektif tekhnis ekonomis, non
ekonomis, dan juga politis.

Undang-Undang No.21 Tahun 1997 jo Undang-Undang No. 20
Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak atasTanah dan Bangunan adalah
suatu kenyataan dalam upaya pemerintah pusat menggunakan sistem
perimbangan keuangan untuk membantu daerah dalam menanggulangi
kesulitan keuangan. Peningkatan penerimaan negara melalui sektor pajak
yang ditarik melalui Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dalam
hal ini di Kabupaten Gresik adalah kenyataan yang telah dilaksanakan
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 jo Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2000 tersebut.

Meskipun jumlah penerimaan yang diperoleh melalui Bea Perolehan
Hak atas Tanah dan Bangunan tidak dapat dipastikan karena tergantung

10
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dari ada atau tidaknya transaksi atau peristiwa hukum lainnya pada saat
terjadinya pajak terutang, penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan di Kabupaten Gresik cukup besar untuk meningkatkan
penerimaan pajak negara, hal ini dapat dilihat dari realisasi penerimaan
pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di Kabupaten
Gresik, salah satu faktanya pada Tahun 2000 realisasi penerimaan Bea
Perolehan Hak atas Tanah lebih besar dari pada rencana penerimaan
yang ditargetkan yaitu 168,38% dan pada Tahun 2001 mengalami
peningkatan yang cukup signifikan yaitu 217,32%, hal ini merupakan
salahlsatu fakta yang terdapat di Kabupaten Gresik.

2.2 Dasar Hukum

Setiap pungutan pajak yang menimbulkan beban bagi masyarakat
harus dilakukan dengan persetujuan masyarakat, dalam hal ini DPR, dan
dituangkan dalam bentuk undang-undang. Dengan diundangkan maka
suatu pajak dapat dipungut terhadap masyarakat dan secara hukum
memiliki legalitas yang menjamin wewenang negara untuk memungut
pajak tersebut dari masyarakat, menjamin hak dan kewajiban masyarakat
dalam pemenuhan pajak, dan juga menjamin kerahasiaan pajak yang
berkaitan pajak tersebut. Karena itu penerapan BPHTB di Indonesia juga
dilakukan dengan dasar hukum yang jelas melalui Undang-Undang serta
Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Dirjen
Pajak dan keputusan pejabat berwenang lainnya sebagai aturan
pelaksanaan Undang-Undang BPHTB.

Dasar hukum yang mengatur tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah
dan Bangunan adalah:
1. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23 A yang berbunyi : “pajak dan
pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara
diatur dengan undang-undang”.
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2. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar
Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Nzgara Tahun 1960 No.104,
Tambahan Lembaran Negara No. 2043). UUPA merupakan
landasan Hukum Agraria Indonesia dan mengatur hak atas tanah
dan pemilikan tanah di Indonesia. Karena BPHTB merupakan
pajak atas perolehan hak atas tanah maka hak perolehan atas
tanah yang menjadi objek pajak BPHTB adalah perolehan hak atas
tanah yang sesuai dengan UUPA. Dengan demikian aturan yang
diatur dalam UUPA sangat erat kaitannya dengan peraturan yang
menjadi dasar hukum ketentuan BPHTB.

3. Undang-Undang No.12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan
Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 No. 68 Tambahan
Lembaran Negara No. 3312) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang No.12 tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994
No. 62, Tambahan Lembaran Negara No. 3569).

4. Undang-Undang No. 20 Tahun 2000 Tentang perubahan atas
Undang-Undang No. 21 tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak
atas Tanah dan Bangunan.

5. Undang-Undang No.6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan
Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1983 No.49,
Tambahan Lembaran Negara No.3262) sebagaimana telah 2 kali
diubah, terakhir dengan Undang-Undang No.16 Tahun 2000
(Lembaran Negara Tahun 2000 No0.126, Tambahan Lembaran
Negara N0.3984). Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
(KUP) merupakan aturan formal yang mengatur pemungutan
semua jenis pajak di Indonesia termasuk BPHTB, khususnya
ketentuan formal perpajakan, berkaitan dengan ketentuan yang
diatur dalam KUP, misalnya sistem self assessment yang
ditetapkan sebagai prinsip pemungutan pajak BPHTB. Hai ini
membuat Undang-Undang BPHTB erat dengan KUP.
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6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan
Daerah, yaitu : '

- Pasal 79:
Sumber Pendapatan Daerah terdiri atas -
a. pendapatan asli daerah, yaitu :

1. hasil pajak daerah

2. hasil retribusi daerah

3. hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan
kekayaan daerah yang dipisahkan: dan

4. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;

b. dana perimbangan :
C. pinjaman daerah: dan
d. lain-lain pendapatan daerah yang sah.
- Pasal 80:
1) Dana Perimbangan, sebagaimana dimaksud dalam pasal

79, terdiri atas :

a. bagian daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan
Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan, dan penerimaan dari sumber daya alam;

b. dana aiokasi umum; dan

C. dana alokasi khusus.

2) Bagian daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan
sektor pedesaan, perkotaan, dan perkebunan seria Bea

Perclehan Hak atas Tanah dan Bangunan, sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a, diterima langsung oleh
daerah penghasil.

7. Undang-Undang No.25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan
pemerintah pusat dan daerah yaitu :
Pasal 6:

(1) dana perimbangan terdiri dari :
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a. bagian daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan,
Bea Perolehan Hak atas Tanah Dan Bangunan, dan
penerimaan dari sumber daya alam;

b. dana alokasi umum; dan

c. dana alokasi khusus.

(2) Penerimaan Negara dari Pajak Bumi dan Bangunan dibagi dengan
imbangan 10% (sepuluh persen) untuk pemerintah pusat dan 90%
(sembilan puluh persen) untuk daerah.

(3) Penerimaan Negara dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan dibagi dengan imbangan 20% (dua puluh persen) untuk
Pemerintah Pusat dan 80 % (delapan puluh persen)Daerah.

(4)10% (sepuluh persen)penerimaan pajak Bumi dan Bangunan dan
20% (dua puluh persen) penerimaan Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan yang menjadi bagian dari Pemerintah Pusat
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibagikan
kepada seluruh Kabupaten dan Kota.

8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 516/KMK.04/2000 tentang tata
cara penentuan penentuan besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak

Tidak Kena Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

2.3 Landasan Teori

2.3.1 Pengertian Pajak

Para pakar hukum memberikan definisi pajak berbeda-beda sesuai
dengan pandangan mereka masing-masing sehingga tidak ada pengertian
baku. Beberapa pengertian pajak oleh para pakar hukum itu adalah
sebagai berikut:

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-
undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik
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(kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan
untuk membayar pengeluaran umum (Rochmat Soemitro, 1990: 5).

Pendapat dari pakar hukum lain mengenai definisi pajak, yakni
Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang
oleh yang wajib pajak membayamya menurut peraturan — peraturan
dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk,
dan yang gunanya untuk mempbiayai pengeiuaran-pengeiuaran umum dan
yang berhubungan dengan tugas-tugas negara untuk menyelenggarakan
tugas pemerintahan (R.Santoso Brotodihardjo, 1993: 2).

Dapat dipaksakan berarti bila utang pajak tidak dibayar, maka
utang itu dapat ditagih dengan menggunakan kekerasan, seperti surat
paksa dan sita dan juga penyanderaan, terhadap pembayaran pajak tidak
dapat ditunjukkan jasa timbal balik tertentu, seperti halnya retribusi.

Berdasarkan pada pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 14
tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, yang dimaksudkan dengan pajak
adalah semua jenis pajak yang dipungut pemerintah pusat, termasuk bea
masuk dan cukai, dan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah,
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari beberapa definisi pajak tersebut maka dapat dilihat ciri—ciri
yang melekat pada pajak yakni (Erly Suandy,2002;11):

1. Pajak merupakan peralihan kekayaan.

2. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang
serta aturan pelaksananya, sehingga dapat dipaksakan.

3. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan adanya
kontraprestasi langsung secara individual yang diberikan oleh
pemerintah.

4. Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun
pemerintah daerah.

S. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah
yang bila dari pemasukannya masuk terdapat surplus untuk
membiayai public investment.
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6. Pajak dapat dipergunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan-
tujuan tertentu dari pemerintah.

7. Pajak dapat dipungut secara langsung maupun tidak langsung.

Pajak merupakan gejala masyarakat, maksudnya pajak hanya ada
dalam masyarakat. Masyarakat adalah kumpulan manusia yang pada
suatu waktu berkumpul untuk tujuan tertentu. Masyarakat terdiri atas
individu-individu yang mempunyai hidup sendiri dan kepentingan sendiri,
yang dapat dibedakan dari hidup masyarakat dan kepentingan
masyarakat. Namun individu tidak mungkin hidup tanpa adanya
masyarakat.

Negara adalah masyarakat yang mempunyai tujuan tertentu.
Kelangsungan hidup negara juga berarti kelangsungan hidup masyarakat
dan kepentingan masyarakat. Untuk kelangsungan hidup masing -
masing diperiukan biaya . Biaya hidup individu, menjadi beban individu
yang bersangkutan dan berasal penghasilannya sendiri. Biaya hidup
negara adalah untuk kelangsungan alat-alat negara, administrasi negara,
lembaga negara, dan seterusnya dan harus dibiayai penghasilan negara.

Penghasilan negara berasal dari rakyatnya melalui pungutan pajak,
dan atau dari hasil kekayaan alam yang ada di dalam negara itu. Dua
Sumber itu merupakan sumber utama yang dapat memberikan
penghasilan kepada negara. Penghasilan itu untuk membiayai
kepentingan umum yang akhirnya juga mencangkup kepentingan pribadi
individu seperti kesehatan rakyat, pendidikan, kesejahteraan, dan
sebagainya. Jadi dimana ada kepentingan masyarakat disitu timbul
pungutan pajak sehingga pajak sebanding dengan kepentingan umum.

Pungutan pajak mengurangi penghasilan atau kekayaan individu
tetapi sebaliknya merupakan penghasilan rnasyarakat yang kemudian
dikembalikan kembali kepada masyarakat, melalui pengeluaran-
pengeluaran rutin dan pengeluaran-pengeluaran pembangunan yang
pada akhirnya kembali lagi kepada seluruh masyarakat yang bermanfaat
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bagi rakyat baik bagi yang membayar pajak maupun tidak membayar
pajak.

2.3.2 Pengertian Subjek Pajak

Pengertian subjek pajak adalah lain dari pada pengertian wajib
pajak. Secara garis besar subjek pajak dapat diartikan sebagai pihak-
pihak baik orang maupun badan yang akan dikenakan pajak. Berdasarkan
pada Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan tidak terdapat penjelasan mengenai
apa yang dimaksud subjek pajak, tetapi didalam Undang-undang Nomor
17 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan (PPh)‘ dijelaskan secara
panjang lebar mengenai pengertian subjek pajak, adapun pengertian
subjek pajak menurut pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun
2000 Tentang Pajak Penghasilan adalah:

a. Orang yaitu:
1. Orang pribadi;
2. Warisan yang belum terbagi sebagai suatu kesatuan | menggantikan
yang berhak.
b. Badan;
c. Bentuk Usaha Tetap (BUT).

Dalam hal ini seseorang atau badan baru dapat disebut sebagai
subjek pajak bilamana seseorang atau badan tersebut telah memenuhi
syarat — syarat subjektif dan subjek pajak baru dapat menjadi wajib pajak
bila ia secara sekaligus memenuhi syarat objektif.

Subjek pajak tidak identik dengan subjek hukum. Untuk menjadi
subjek pajak tidak perlu merupakan subjek hukum, sehingga firma,
perkumpulan, warisan yang belum terbagi sebagai suatu kesatuan, dapat
menjadi subjek pajak. Orang gila dan anak yang masih dibawah umur
sekalipun dapat menjadi subjek pajak atau wajib pajak, tetapi mereka
perlu ditunjuk orang atau wali yang dapat dipertanggung jawabkan untuk
kewajiban-kewajibannya.
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2.3.3 Pengertian Wajib Pajak

Wajib pajak adalah subjek pajak yang telah memenuhi syarat-
syarat objektif sehingga kepadanya diwajibkan pajak. Dengan kata lain
setiap wajib pajak adalah subjek pajak (Erly Suandy, 2002: 47).

Menurut pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 16 tahun 2000
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dijelaskan mengenai
pengertian wajib pajak, yakni: orang pribadi atau badan yang menurut
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk
melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau
pemotong pajak tertentu.

Subjek pajak dapa‘t berubah statusnya menjadi wajib pajak secara
teoritis mulai saat memperoleh penghasilan kena pajak, dan sebaliknya
wajib pajak berhenti menjadi wajib pajak pada saat ia kehilangan sumber
penghasilan secara permanen, sehingga tidak memperoleh penghasilan
kena pajak lagi.

Keadaan seperti di atas itu dapat terjadi pada kondisi jika wajib
pajak meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk selama-
lamanya, maka wajib pajak tersebut berhenti sekaligus sebagai subjek
pajak maupun sebagai wajib pajak dalam negeri.

2.3.4 Pengertian Objek Pajak

Dalam perpajakan, yang dimaksud dengan objek pajak adalah apa
yang dapat dikenakan pajak, atau dengan kata lain objek pajak adalah
segala sesuatu yang ada dalam masyarakat dapat dijadikan sasaran atau
objek pajak, baik keadaan, perbuatan, maupun peristiwa (Rochmat
Soemitro, 1990: 101).

Adapun penjelasan mengenai keadaan, perbuatan, dan peristiwa
itu adalah merupakan :

1. Keadaan: Kekayaan seseorang pada suatu waktu tertentu, memiliki
kendaraan bermotor, radio, televisi, memiliki tanah, atau barang tak
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bergerak, serta menempati rumah tertentu (kebanyakan secara statis /
tetap). ‘

2. Perbuatan: Melakukan penyerahan barang karena perjanjian,
mendirikan rumah atau gedung, mengadakan pertunjukan atau -
keramaian, memperoleh penghasilan, kepergian ke luar negeri.

3. Peristiwa: kematian, keuntungan yang diperoleh secara mendadak,
anugerah yang diperoleh secara tak terduga, serta segala sesuatu
yang terjadi diluar kehendak manusia.

Dengan adanya ketiga hal tersebut, maka sebenarnya pembagian
~ objek pajak terdapat dua jenis yakni pajak langsung dan pajak tidak
. langsung. Pada pajak tidak langsung, besar pajaknya tidak dipengaruhi
oleh keadaan wajib pajaknya tetapi objek pajaknya saja yang
menentukan, hal ini dapat dilihat pada Cukai dan Pajak Pertambahan Nilai
(PPN). Pada pajak langsung, besarnya pajak yang dikenakan pada objek
masih dapat dipengaruhi oleh keadaan waijib pajak, keadaan dari wajib
pajak itu misalnya: kawin, atau tidak kawin, atau kawin mempunyai anak
dan sebagainya.

Dalam peraturan perundang-undangan perpajakan di Indonesia
setelah diberlakukan beberapa kali tax reform, terdapat beberapa objek
pajak yang dikenakan kepada wajib pajak.

Berdasarkan pada pasal 2 Undang-undang Nomor 20 tahun

2000 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB),

dinyatakan bahwa yang menjadi objek pajak adalah perolehan hak atas

tanah dan atau bangunan.

Walaupun segala sesuatu dapat dijadikan objek pajak, namun
pemerintah sangat hati-hati dalam menentukan objek pajak dengan
menghindarkan  timbuinya keresahan dalam masyarakat atau
menghambat perekonomian. Objek pajak harus didefenisikan secara
tepat, sehingga tidak terdapat peluang untuk ditafsirkan lain dari pada
yang ditentukan dalam undang-undang.
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2.3.5 Pengertian BPHTB

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah
pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan, yang
selanjutnya disebut pajak. BPHTB pada dasarnya dikenakan atas setiap
perolehan hak yang diterima oleh orang atau badan dan terjadi didalam
wilayah hukum negara Indonesia. BPHTB merupakan pajak terutang dan
harus dibayar oleh pihak yang memperoleh suatu hak atas tanah dan
bangunan agar akta atau risalah lelang, atau surat keputusan pemberian
hak dapat dibuat dan di tandatangani oleh pejabat yang berwenang.
Perolehan hak atas tanah atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa
hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan bangunan
oleh pribadi atau badan. Pada dasarnya perolehan hak merupakan hasil
dari suatu peralihan hak dari suatu pihak yang memiliki atau menguasai
suatu tanah dan bangunan kepada pihak lain yang menerima hak atas
tanah dan bangunan tersebut.

Perolehan hak atas tanah dan bangunan dapat terjadi karena dua
hal yaitu peristiwa hukum dan perbuatan hukum. Perolehan hak yang
pertama adalah karena peristiwa hukum merupakan perolehan hak yang
diperoleh karena adanya suatu peristiwa hukum misalnya: pewarisan,
yang mengakibatkan hak atas tanah tersebut berpindah dari pemilik tanah
dan bangunan sebelumnya (pewaris) kepada ahli waris yang berhak.
Perolehan hak karena pewaris ini terjadi apabila peristiwa hukum, yaitu
meninggalnya si pewaris. Apabila si pewaris tidak meninggal dunia maka
tidak akan ada pewarisan yang mengakibatkan hak atas tanah dan
bangunan beralih dari pewaris kepada ahli waris. Cara perolehan hak
yang kedua adalah melalui perbuatan hukum, dimana pemilik tanah dan
bangunan secara sadar melakukan perbuatan hukum mengalihkan hak
atas tanah dan bangunan miliknya kepada orang lain yang menerima
peralihan hak tersebut. Contoh perolehan hak karena perbuatan hukum
antara lain jual beli, lelang, hibah, dan lain-lain.
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2.3.6 Dasar Pemikiran Pemungutan BPHTB

Sesuai dengan memori penjelasan Undang-Undang Nomor 21
tahun 1997 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Bea
Perolehan Hak atas- Tanah dan Bangunan, bagi negara Indonesia yang
sedang meningkatkan pembangunan di segala bidang menuju
masyarakat adil dan makmur, pajak merupakan salah satu sumber
penerimaan negara yang sangat penting bagi penyelenggaraan
pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan nasional. Karena itu
seiring dengan tujuan kemandirian bangsa maka penerimaan negara dari
sektor pajak harus ditingkatkan, baik dengan penggalian potensi pajak
maupun dengan pemberlakuan pajak yang sesuai dengan kondisi
perekonomian bangsa Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945
menempatkan kewajiban perpajakan sebagai salah satu perwujudan
kewajiban kenegaraan yang merupakan sarana peran serta dalam
pembiayaan negara dan pembangunan nasional guna tercapainya
masyarakat adil dan makmur serta sejahtera.

Tanah sebagai bagian dari bumi yang merupakan karunia Tuhan
Yang Maha Esa serta memiliki fungsi sosial, disamping memenuhi
kebutuhan dasar untuk papan dan lahan usaha, juga merupakan alat
investasi yang menguntungkan. Di samping itu bangunan juga memberi
manfaat ekonomi bagi pemiliknya. Oleh karena itu, bagi mereka yang
memperoleh hak atas tanah dan bangunan, wajar menyerahkan sebagian
nilai ekoomi yang diperolehnya kepada negara melalui pembayaran pajak,
Dalam hal ini Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
Walaupun demikian pengenaan BPHTB harus tetap memperhatikan
aspek keadilan bagi masyarakat terutama goiongan ekonomi lemah dan
masyarakat berpenghasilan rendah. Hal ini dilakukan dengan mengatur
perolehan hak atas tanah dan bangunan yang tidak dikenakan pajak.

Pada masa lalu ada pemungutan pajak dengan nama Bea Balik
Nama Staatsblad 1924 Nomor 291 Bea Balik Nama ini dipungut atas
setiap perjanjian pemindahan hak atas harta tetap yang ada diwilayah
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Indonesia, termasuk peralihan harta karena hibah wasiat yang
ditinggaikan oleh orang-orang yang bertempat tinggal terakhir di
Indonesia. Harta tetap adalah hak-hak kebendaan atas tanah, yang
pemindahan haknya dilakukan dengan pembuatan akta menurut cara
yang diatur dalam Undang-Undang vyaitu Ordonansi Balik Nama
Staatsblad 1834 Nomor 27 dengan diundangkannya Undang-Undang
Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria,
kebendaan yang dimaksud di atas tidak berlaku lagi, karena semuanya
sudah diganti dengan hak-hak baru yang diatur dalam Undang-Undang
Nomor 6§ Tahun 1960. Dengan demikian sejak diundangkannya Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1960, Bea Balik Nama atas hak harta tetap
berupa hak atas tanah tidak dipungut lagi.

Dengan pertimbangan hal tersebut diatas dan sebagai pengganti
Bea Balik Nama atas harta tetap berupa hak atas tanah yang tidak
dipungut lagi sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1960, pemerintah bersama dengan DPR memandang perlu diadakannya
pungutan pajak atas perolehan hak atas tanah dengan nama Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Tarif yang ditetapkan
menurut Undang-Undang BPHTB adalah sebesar 5% (lima persen) dari
Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP). Dengan demikian
semua pungutan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan diluar
ketentuan Undang-Undang BPHTB tidak diperkenankan.

2.3.7 Prinsip Pemungutan BPHTB
Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di

Indonesia dilakukan dengan berpegang teguh pada 5 prinsip, yaitu:

1. Pemenuhan Kewajiban Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
adalah berdasarkan sistem self assessment, yaitu wajib pajak
menghitung dan membayar sendiri utang pajaknya. Sistem self
assement merupakan sistem perpajakan Indonesia yang diterapkan
sejak dilakukannya reformasi perpajakan tahun 1983, dimana kepada
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wajib pajak di beri kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan,
membayar, dan melaporkan sendiri besar pajaknya yang terutang.
Petugas hanya berfungsi untuk melakukan pelayanan dan
pemeriksaan agar wajib pajak melakukan kewajibannya secara benar.
Dengan sistem self assessment ini, khususnya pada BPHTB,
diharapkan masyarakat dapat dengan mudah memenuhi kewajiban
pajaknya dan meningkatkan kesadaran pajak masyarakat, terutama
pajak yang timbul pada saat terjadinya perolehan hak atas tanah dan
bangunan.

2. Besarnya tarif ditetapkan 5% (lima persen) dari Nilai Perolehan Obje‘k
Pajak Kena Pajak (NPOPKP). Dalam BPHTB pajak yang terutang
tidak dikenakan langsung atas Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP)
yang menjadi dasar pajak, tetapi harus dikurangi dahulu dengan Nilai
Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP), yaitu besaran
tertentu dari NPOP yang tidak dikenakan pajak. Hal ini maksudnya
untuk asas keadilan dimana bagi masyarakat berpenghasilan rendah
yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan dengan nilai
perolehan (NPOP) di bawah NPOPTKP yang ditetapkan tidak akan
kena pajak (bebas pajak), sementara bagi pihak yang memperoleh hak
dengan nilai perolehan (NPOP) di atas NPOPTKP maka NPOP
sebagai dasar pengenaan pajak harus terlebih dahulu dikurangi
dengan NPOPTKP.

3. Agar pelaksanaan Undang-Undang BPHTB dapat berlaku secara
efektif, maka baik kepada wajib pajak maupun kepada pejabat umum
yang melanggar ketentuan atau tidak melaksanakan kewajibannya
sebagaimana ditentukan oleh undang-undang akan dikenakan sanksi
menurut peraturan perundangan yang berlaku. Hal ini memang
diperlukan untuk menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan
BPHTB sehingga wajib pajak umum yang berwenang tidak melakukan
penyimpangan dalam pemenuhan kewajiban pajak.
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4. Hasil penerimaan BPHTB merupakan penerimaan negara yang
sebagian besar diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Untuk
meningkatkan pendapatan daerah guna membiayai penyelenggaraan
pemerintahan di daerah dan dalam rangka memantapkan otonomi
daerah.

5. Semua pungutan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan di luar
kelentuan Undang-Undang BPHTB tidak diperkenankan. Dengan
diundangkannya Undang-Undang BPHTB maka BPHTB merupakan
satu-satunya pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan
bangunan di Indonesia sehingga segala pungutan yang ada kaitannya
dengan perolehan hak (kecuali biaya resmi yang berkaitan dengan
pembuatan akta dan pendaftaran hak atas tanah dan bangunan yang
telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku) tidak boleh
dilakukan oleh pihak manapun. Hal ini penting agar masarakat tidak
dibebani dengan pungutan yang tidak sesuai dengan ketentuan
berkaitan dengan perolehan hak atas tanah dan bangunan yang
diterimanya.(Marihot Siahaan,2003:45)

2.3.8 Ketentuan Pengenaan BPHTB yang Diubah dengan Berlakunya
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000

Berdasarkan evaluasi yang dilakukan pemerintah dan DPR maka
dilakukan penyempurnaan BPHTB sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang Nomor 21 Tahun 1997 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000
Tentang BPHTB dan aturan pelaksanaannya. Perubahan aturan tersebut
selain dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 juga
dengan mengeluarkan Peraturan Peraturan Pemerintah, Keputusan
Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, dan Keputusan Direktur Jendral
Pajak yang berkaitan dengan BPHTB

Hal penting yang diubah dengan beriakunya Undang-Undang
nomor 20 tahuh 2000 adalah:
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. Mempertegas dasar hukum jenis hak atas tanah dan atau bangunan
yang diatur diluar UUPA, yaitu dengan secara tegas menétapkan
bahwa hak atas satuan rumah susun sebagai hak yang merupakan
obyek pajak, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun-1985
Tentang Rumah Susun. Hal ini dilakukan dengan memasukkannya
pada batang tubuh Undang-Undang, yaitu pasal 1.

. Menambah obyek pajak baru dengan memasukkan perolehan hak
karena waris sebagai obyek pajak. Semula perolehan hak karena
waris ini, sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun
1997 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 Tentang BPHTB
merupakan jenis Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang
bukan merupakan objek pajak dari BPHTB (tidak dikenakan BPHTB).

. Mengakomodir bentuk transaksi ekonomi akibat perkembangan dunia
usaha dan menyebabkan perolehan hak atas tanah dan bangunan
sebagai akibat juga bentuk perkembangan dunia usaha, vyaitu
penggabungan usaha, peleburan usaha, dan pemekaran usaha
sebagai objek pajak. Semula ketika jenis perkembangan usaha
tersebut tidak diatur sama sekali dalam Undang-Undang Nomor 21
Tahun 1997.

. Menyesuaikan pasal-pasal yang terkait dengan menyatakan obyek
pajak baru sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan 3 diatas.

. Pengenaan cbyek waris diatur dengan Peraturan Pemerintah dan tidak
diatur tersendiri (secara khusus) dalam Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2000.

. Dasar pengenaan pajak dan saat terutangnya pajak disesuaikan
terutama dengan masuknya 4 jenis obyek pajak baru di atas.

. Harga transaksi lelang yang terdapat pada Risalah Lelang langsung
digunakan sebagai dasar pengenaan pajak tanpa perlu
membandingkannya dengan NJOP. Hal ini berarti atas perolehan hak
atas tanah dan bangunan karena lelang dimana NJOP lebih besar
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daripada harga ftransaksi lelang tidak perlu lagi dimintakan

pengurangan oleh pihak yang memperoleh hak karena lelang tersebut.

Penetapan NPOPTKP yang semula ditetapkan secara nasional

(berlaku sama untuk semua daerah di Indonesia) diubah menjadi

berlaku secara regional, dimana besarnya NPOPTKP berbeda

antardaerah, kota dan kabupaten yang ada di Indonesia.

NPOPTKP ditetapkan menjadi 2 kelompok, yaitu :

a) NPOPTKP dalam hal perolehan hak atas tanah dan bangunan
selain karena hibah dan waris, ditetapkan setinggi-tingginya
Rp.60.000.000,00.

b) NPOPTKP‘daIam hal perolehan hak atas tanah dan bangunan
karena waris dan hibah wasiat kepada keturunan saudara dalam
garis keturunan lurus satu derajat keatas atau satu derajat
kebawah, termasuk suami atau istri, ditetapkan setinggi-tingginya
Rp.300.000.000,00.

Imbalan bunga akibat kelebihan pembayaran pajak dihitung sejak

tanggal pembayaran pajak yang menyebabkan kelebihan pembayaran

pajak sampai dengan diterbitkannya Keputusan keberatan atau
keputusan banding.

Ketentuan tentang pengurangan diatur dengan jelas dalam badan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000. Semula ketentuan ini hanya

diatur dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 21 tahun 1997 jo

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 Tentang BPHTB. Ada empat

hal yang dapat menjadi alasan wajib pajak mengajukan pengurangan

pajak terutang, yaitu :

a) Kondisi tertentu wajib pajak yang ada hubungannya dengan objek
pajak.

b) Kondisi wajib pajak yang ada hubungannya dengan sebab-sebab
tertentu.

c) Kondisi wajib pajak yang terkena dampak krisis ekonomi dan
moneter.
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d) Penggunaan untuk kepentingan sosial atau pendidikan.

12.Kepastian tetap berlakunya peraturan pelaksanaan yang sudah ada,
sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada dalam
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009.

13.Ketentuan bagi pejabat dipertegas bahwa penandatanganan
aktarrisalah lelang/ Surat Keputusan Pemberian Hak hanya dapat
dilakukan pada saat waijib pajak menyerahkan bukti pembayaran
pajak.

14.Penegasan dan perubahan besarnya sanksi bagi pejabat berwenang
yang tidak memenuhi ketentuan penandatanganan akta/ risalah lelang/
Surat Keputusan Pemberian Hak serta melanggar ketentuan batas
waktu pelaporan.

15. Penyesuaian  terminologi tentang tempat pembayaran, yaitu
pembayaran di bank persepsi dan kantor pos dan giro diubah menjadi
ke kas negara melalui tempat pembayaran.

16.Menegaskan keterkaitan antara Undang-Undang Bea Perolehan Hak
atas Tanah dan Bangunan dengan Undang-Undang KUP, dengan
ketentuan untuk hal-hal yang tidak diatur dalam Undang-Undang Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan berlaku ketentuan dalam
Undang-Undang KUP.

17.Penyesuaian terminologi tentang pemerintah daerah, semula
Pemerintah Daerah Tingkat | dan Pemerintah Daerah Tingkat |
disesuaikan menjadi Pemerintah Propinsi dan Pemerintah
Kabupaten/Kota. Hal ini disesuaikan dengan terminologi yang
digunakan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang
Pemerintahan Daerah.

18. Pengaturan imbangan bagi hasil penerimaan BPHTB, disesuaikan
dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintan Pusat dan Daerah, dimana
pengaturannya dilakukan langsung dalam batang tubuh Undang-
Undang BPHTB tanpa melalui Peraturan Pemerintah.
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3.1 Implementasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di
Kabupaten Gresik ditinjau dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun
1997 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang BPHTB

Di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 jo Nomor 20
- Tahun 2000 pasal 10 ayat (1) tata cara pemungutan Bea Perolehan Hak
‘ atas Tanah dan Bangunan adalah menganut sistem self assessment.
Yang dimaksud sistem self assessment itu sendiri adalah wajib pajak
diberi kepercayaan untuk menghitung dan membayar sendiri pajak yang
terutang dengan menggunakan Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan dan melaporkannya tanpa mendasarkan
ditertibkannya surat ketetapan pajak.

Tetapi, karena ada sebagian dari wajib pajak yang tidak dapat
menghitungnya dengan benar atau tidak mengetahui tata cara
penghitungan pajak karena disebabkan minimnya pengetahuan tentang
pajak, oleh karena itu sesuai dengan sistem self assessment yang
diterapkan menjadi sistem perpajakan nasional maka dalam hal ini Kantor
Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Gresik (fiscus)
berfungsi sebagai peéngawas atas pemenuhan kewajiban pajak yang
dilakukan oleh wajib pajak, yang berkewajiban untuk meneliti setiap
pembayaran BPHTB yang dilaporkan oleh wajib pajak, dan Kantor
Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan juga turun tangan dan membantu
para wajib pajak yang akan menghitung pajak terutangnya dengan
memberikan penyuluhan perpajakan dan melaksanakan klinik perpajakan
kepada para wajib pajak/ BPHTB yang membutuhkan.

Undang-Undang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
menerapkan tarif tunggal sebesar 5% (lima persen) dari Nilai Perolehan
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Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP). Sesuai dengan Dasar Pengenaan
dan Cara Penghitungan Pajak dalam Undang-Undang No.21 Tahun 1997
Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 Bab V Pasal 6, yang isinya :

1) Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Pcrolehan Objek Pajak

2) Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat(1), dalam hal :

a)
b)
c)
d)

9)

Jual beli adalah harga transaksi:

Hibah adalah nilai pasar objek pajak tersebut;

Tukar menukar adalah nilai pasar objek pajak tersebut;
Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya
adalah nilai pasar objek pajak tersebut:

Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai
pasar objek pajak tersebut;

Penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi
yang tercantum dalam risalah lelang;

Peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang
mempunyai hukum tetap adalah nilai pasar obyek pajak
tersebut;

Pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari
pelepasan hak adalah nilai pasar obyek pajak tersebut;
Pemberian hak baru di atas tanah di luar pelepasan hak
adalah nilai pasar obyek pajak tersebut.

3) Apabila Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat(2) tidak diketahui atau lebih rendah dari pada Nilai
Jual Objek Pajak yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi
dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar
pengenaan pajak yang dipakai adalah Nilai Jual Objek Pajak
(NJOP) Pajak Bumi dan Bangunan.

Apabila Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi dan
Bangunan sebagaimana dimaksud ayat (3) belum ditetapkan,
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menteri dapat menetapkan besarnnya Nilai Jual Objek Pajak
(NJOP) Pajak Bumi dan Bangunan.

NPOPTKP ditetapkan berdasarkan ketentuan pasal 7 Undang-
Undang BPHTB. Semula berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun
1997, sampai dengan 31 Desember 2000, besarnya NPOPTKP BPHTB
ditetapkan secara nasional sebasar Rp 30.000.000,00. Dengan demikian
NPOPTKP adalah sama untuk semua daerah (kota dan kabupaten) di
seluruh Indonesia. Seiring dengan perkembangan perekonomian dan
kondisi masing-masing daerah, maka dipandang perlu dilakukan
perubahan tentang NPOPTKP. Pasal (7) Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2000 mengatur bahwa NPOPTKP ditetapkan secara regional
paling banyak Rp 60.000.000,00, khusus bagi perolehan hak karena waris
atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam
hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan satu derajat ke atas
atau ke bawah dengan pewaris atau pemberi hibah wasiat, termasuk
suamifistri, NPOPTKP ditetapkan secara regional paling banyak Rp.
300.000.000,00.

Ketentuan NPOPTKP diatur lebih lanjut dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 113 Tahun 2000 tentang penentuan Besarnya Nilai
Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah
dan Bangunan (NPOPTKP BPHTB). Sedangkan di Kabupaten Gresik
NPOPTKP BPHTB diajukan oleh Bupati Gresik kepada Menteri Keuangan
kemudian oleh Menteri Keuangan ditetapkan melalui Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor KEP-346/WPJ.11/BD.05/2002
sebesar Rp 150.000.000,00 untuk waris dan hibah wasiat yang diterima
orang pribadi dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan
lurus satu derajat ke atas atau derajat ke bawah dengan pemberi hibah
wasiat, termasuk suamifistri, dan Rp 25.000.000,00 untuk lainnya.
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Contoh :

15

Pada tanggal pada tanggal 5 juli 2003, Wajib Pajak Fulan membeli
tanah yan terletak di Kabupaten Gresik, dengan:

- Nilai Perolehan Obek Pajak Rp 15.000.000,00
- Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak Rp 25.000.000,00
- Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak Rp 0,00

Karena nilai Perolehan Objek Pajak berada dibawah Nilai
Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP), maka
perolehan hak tersebut tidak terutang Bea Perolehan hak atas
Tanah dan Bangunan.

Pada tanggal 23 Juni 2003, Wajib pajak Fulin membeli tanah dan
bangunan yang terletak di Kabupaten Gresik, dengan:

- Nilai Perolehan Objek Pajak Rp 50.000.000,00
- Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak kena Pajak Rp_25.000.000,00 _
- Nilai Perolehan Pajak Kena Pajak Rp 25.000.000,00

- BPHTB terhutang 5% x Rp 25.000.000,00 = RP 1.250.000,00
Pada tanggal 5 Juli 2001, wajib Pajak falun mendaftarkan warisan
berupa tanah dan bangunan yang terletak di Kota Gresik, dengan :

- Nilai Perolehan Objek Pajak Rp 250.000.000,00
- Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak Rp 150.000.000.00 _
- Nilai Perolehan Objek Pajak kena Pajak Rp 100.000.000,00

- BPHTB terhutang 5% X Rp 100.000.000,00 =Rp 5.000.000,00
Pada Tanggal 25 Juni 2003, wajib Pajak orang pribadi falin
mendaftarkan hibah wasiat dari orang tua kandung yaitu sebidang
tanah yang terletak di kota Gresik dengan :

- Nilai Perolehan Objek Pajak Rp 150.000.000,00
- Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak Rp 150.000.000,00 _
- Nilai Perolehan Objek Pajak kena Pajak Rp 0,00

Karena Nilai Perolehan Objek Pajak lebih kecil daripada nilai
Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak, maka perolehan hak itu
tidak dikenakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
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Dengan diberlakukannya Undang-Undang Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2000 terjadi perluasan dalam cakupan objek pajak yang meliputi :

a. Pemindahan hak karena :

1.

9.

W R ok 8N

jual beli

tukar menukar

hibah

hibah wasiat

waris

pemasukkan dalan perseroan atau badan hukum lainnya
pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan
penunjukkan pembeli dalam lelang

pelaksanaan putusan hakim yang inkracht

10. penggabungan usaha
11. peleburan usaha

12. pemekaran usaha
13. hadiah
b. Pemberian hak baru karena -

v
-

kelanjutan pelepasan hak
diluar pelepasan hak

Hak atas tanah adalah :
1. hak milik

o o oAa w0 wN

hak guna usaha

hak guna bangunan

hak pakai

hak milik satuan rumah susun
hak pengelolaan

Saat yang menentukan pajak yang terutang atas perolehan hak
atas tanah dan bangunan untuk

a. jual beli adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatangani akta
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b. tukar menukar adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatangani
akta

c. hibah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatangani akta

d. waris adalah sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan
peralihan haknya ke kantor pertanahan

€. pemasukkan dalam perseroan atau badan hukum lainnya sejak
tanggal dibuat dan ditanda tangani akta

f. pemisahan yang mengakibatkan peralihan adalah sejak tanggal
dibuat dan ditandatangani akta

g. lelang adalah sejak tanggal penunjqkkan pemenang lelang

h. putusan hakim adalah sejaktanggal putusan peradilan yang
mempunyai kekuatan hukum tetap

I hibah wasiat adalah sejak tanggal yang bersangkutan
mendaftarkan peralihan haknya ke kantor Pertanahan

J. pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari
pelepasan hak adalah sejak tanggal ditandatangani dan
diterbitkannya surat keputusan pemberian hak.

K. pemberian hak baru diluar pelepasan sejak ditandatangani dan
diterbitkannya surat keputusan pemberian hak

|.  penggabungan usaha adalah sejak tanggal dan dibuat dan
ditandatangani

m. peleburan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan
ditandatangani akta

n. pemekaran usaha adalah sejak tanggal dibuat dan
ditandatangani akta

0. hadiah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatangani

Pajak yang terutang harus dilunasi pada saat terjadinya perolehan
hak, tempat pajak yang terutang adalah wilayah kabupaten, kota, atau
propinsi yang meiiputi letak tanah dan bangunan.
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Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 di Kabupaten
Gresik dimulai sejak bulan Januari 2001. Kantor Pelayanan Pajak Bumi
dan Bangunan telah mendata setiap penerimaan pajak yang diperoleh
melalui Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan berdasarkan
rencana penerimaan atau target yang selalu dilaksanakan setiap
tahunnya dan merupakan data-data yang berada dibawah pengawasan
Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Gresik. Realisasi atau
penerimaan pajak dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
bisa dilihat dari data dibawah ini :.

Tabel 1
Daftar Rencana dan Penerimaan BPHTB KPPBB Gresik
Tahun Anggaran 1999 s/d 2003  (dalam ribuan)

Jumlah ‘
No. | Tahun Rencana Realisasi | % Keterangan
Penerimaan E
2 3 4 5 | 6

1999 2.437.000 | 2.640.238 108,34 |
2000 | 2283.000 | 3.844.189 168,38
2001 | 4622201 | 10.045.194 21732
2002 | 7.797.399 | 8.355814  107.16 |
2003 | 8.175.463 | 5237.887 @ 64,07

O B W N A

Sampai dengan
Mei 2003
|

Catatan : Penerimaan BPHTB untuk Kabupaten Gresik Setiap tahun Anggaran di atas
Rencana Penerimaan yang ditetapkan Pemerintah Pusat

Rencana penerimaan atau target yang telah ditetapkan oleh Kantor
Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Gresik dari Bea Perolehan Hak
atas Tanah dan Bangunan selalu mengalami peningkatan yang cukup
signifikan salah satunya pada Rencana Penerimaan tahun 2001/2002.
Yang targetnya sebesar Rp 4.622.201.000,00 realisasinya bisa mencapai
Rp 10.045.194.000,00. Hal ini berarti terjadi peningkatan sebesar
217,32%, dengan demikian peningkatan yang terjadi sejak
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diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 jo Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2000 sangat baik. '

Hal ini dapat dilihat dari hasil peneriman Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan yang selalu mengalami melebihi rercana
penerimaan yang telah ditetapkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan
Bangunan Gresik didasarkan pada jumlah Surat Ketetapan Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Nihil (SKBN) oleh Kantor
Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Gresik yang terjadi melalui
peristiwa-peristwa hukum di wilayah KPPBB Kabupaten Gresik.
Terjadinya peningkatan penerimaan pajak melalui Bea Perolehan Hak
atas Tanah dan Bangunan sejak diberlakukannya Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 1997 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 karena
selain kesadaran membayar pajak telah berkembang pada masyarakat
dan tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebesar 5% (lima
persen) jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tarif Pajak Bumi dan
Bangunan yang hanya sebesar 0,5%.

Berdasarkan jumlah pajak yang diterima itu pula dapat diketahui
jumlah wajib pajak yang menyetorkan pajaknya atau tidak. Adapun jumlah
wajib pajak yang terjaring di Kantor Pelayan Pajak Bumi Dan Bangunan
Kabupaten Gresik sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun
1997 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 sampal saat ini selalu
dicatat untuk menentukan rencana penerimaan tahun berikutnya. Untuk
mengetahui jumlah wajib pajak yang tercatat di Kantor Pelayanan Pajak
Bumi dan Bangunan Gresik dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :
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Tabel 2

Daftar Jumlah SSB, SSB Nihil, SKBKB dan SKBLB KPPBB Gresik
Tahun 2000 - 2003

Jumlah
No. | Tahun SSB SSB SSB | SKBKB | SKBLB | Keterangan
(WP) Nihil Bayar

1 2000 3033 2507 526 37 0

2 2001 3285 2465 820 43 0

3 2002 3886 2977 909 | 0

4 2003 1140 763 377 4 0 s/d Mei 2003
Catatan :

¢ Jumlah SSB = Jumlah WP BPHTRB

* Jumlah SSB Nihil = WP BPHTB di bawah NPOPTKP
* Jumlah SSB Bayar = WP BPHTB di atas NPOPTKP
* SKBKB = WP terkena sanksi karena kurang bayar

¢ SKBLB = WP BPHB yang lebih bayar

Yang dimaksud dengan Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan Nihil adalah surat ketetapan yang menentukan
jumlah pajak yang terhutang sama besarnya dengan jumlah pajak yang
dibayar. Dan Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan (SSB) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk
melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terhutang ke kas
negara melalui kantor pos atau Bank dan tempat pembayaran lain yang
ditunjuk oleh Menteri Keuangan dan sekaligus untuk melaporkan data
perolehan hak atas tanah dan atau bangunan.
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3.2Upaya-upaya yang dilakukan oleh Kantor Pajak Bumi dan
Bangunan Kabupaten Gresik dalam meningkatkan penerimaan

pajak negara melalui sektor Bea Perolehan Hak atas Tanah dan

Bangunan

Didalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 jo Undang-

ahun 2000 telah memberi penjelasai tentang tata
cara pembayaran untuk BPHTB adalah wajib pajak membayar pajak
yang terutang dengan tidak mendasarkan pada adanya surat ketetapan
pajak. Pajak yang terutang dibayar di Bank Persepsi/Bank BadanUsaha
Milik Negara/Bank badan Usaha Milik Daerah atau Kantor Pos dan Giro
atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh menteri keuangan
dengan Surat Setoran BPHTB (SSB) sebelum: _
a) Akta pemindahan hak atas tanah dan bangunan ditandatangani
oleh PPAT atau Notaris:
b) Risalah lelang untuk pembeli ditandatangani oleh Kepala Kantor
lelang /pejabat lelang;
¢) Dilakukan pendaftaran hak oleh Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten/ Kota dalam pemberian hak baru dan pemindahan hak
karena pelaksanaan putusan hakim atau hibah atau waris.
Peraturan pemerintah Nomor 24 tahun 1997 merupakan peraturan
pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. Berdasarkan
Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 mengharuskan setiap
peranjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah dibuktikan
dengan menggunakan akta pejabat yang ditunjuk oleh menteri dalam
negeri. Pejabat yang dimaksud adalah Pejabat Pembuat Akta Tanah
(PPAT).
Adapun tugas Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah -
1. Membuat akta mengenai perbuatan-perbuatan hukum yang
disebutkan dalam pasal 9 PP Nomor 24 Tahun 1997,
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2. membanty Pihak-pihak yang  melakukan perbuatan ity
mengajukan Pe€rmohonan  jzip Pemindahan hak  dan
Permohonan Penegasan konvensi Serta pendaftaran hak
sebagaij yang disebut di dalam Peraturan Menteri Pertanian dan
Agraria Nomor 2 Tahun 1992 (Himma Malini,1999;23) !

Sedangkan Kewajiban PPAT antara lain menyelenggrakan Suatu

daftar darj akta-akta yang dibuatnya bersama centoh terlampir pada PP
Nomor 24 tahun 1997 kemudian menyimpan dokumen-dokumen asli dari

akta-akta yang dibuatnya, Dalam ha| jual beli hak atas tanah PPAT harus
membuat akta jual belinya.

usaha, hak guna bangunan dan hak pakai-
tanah hak Pengelolaan;

2

3. tanah waqaf:
4 hak milik atas satuan rumah susun;
5

tanah Negara.

Surat ketetapan Beg Perolehan Hak atas tanah dan Bangunan
Kurang Bayar adalah Surat yang memuat (Marihot Siahaan.2003;254):
1. ketetapan yang menentukan besamya jumlah pajak yang
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2. jumlah pembayaran pokok pajak;

3. besamya sanksi administrasi:

4. dan jumlah yang masih harus dibayar.

Jumlah kekurangan pajak terutang dalam SKBKB kekurangan
pajak yang terutang dalam SKBKB ditambah sanksi administrasi 2% (dua
persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (duapuluh empat)
buian dinitung muiai saat terutangnya pajak sampai diterbitkannya Surat
Keputusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar.

Jika dalam jangka waktu 5 (lima) Tahun berikut pajak yang terutang
belum juga dibayar maka Direktorat Jendral Pajak akan menerbitkan
Surat ketetapan Bea Perolehan Hak aktas tanah dan Bangunan Kurang
Bayar Tambahan (SKBKBT) jika ditemukan data baru dan atau data
semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak
terutang setelah penerbitan Surat Keputusan Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan Kurang Bayar. Jumlah kekurangan pajak
kekurangan pajak yang terutang dalam SKBKBT ditambah dengan sanksi
administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah
kekuranagan pajak tersebut, kecuali wajib pajak melaporkan sendiri
sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

Disamping Penerbitan SKBKB dan SKBKBT, Dirjen Pajak
menerbitkan SKBLB ( Surat Ketetapan Bea Lebih Bayar) yaitu surat
keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena
pajak yang telah dibayar lebih besar dari pada yang seharusnya terutang.
Wajib pajak dapat mengajukan keberatan kepada Ditjen Pajak atas :

a. Surat Ketetapan Bea Kurang Bayar

b. Surat Ketetapan Bea Kurang Bayar Tambahan

c. Surat Ketetapan Bea Lebih Bayar

d. Surat Ketetapan Bea Nihil
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Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan
mengemukakan jumlah pajak yang terutang menurut penghitungan wajib '
pajak disertai dengan data atau bukti bahwa jumlah pajak yang terutang
atau pajak yang lebih bayar yang ditetapkan oleh fiskus tidak benar .
Keberatan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak
tanggal diterimanya SKBKB, SKBKBT, SKBLB, SKBN oleh wajib pajak,
kecuali wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak
dapat dipenuhi karena diluar kekuasaannya (force majeure) semisal
terkena musibah, sakit. Kemudian dalam jangka waktu 12 (dua belas)
bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima Ditjen Pajak harus memberi
'keputusan atas keberatan yang diajukan.

Namun dalam hal pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah
dan Bangunan ini wajib pajak yang tidak mampu dapat mengajukan
permohonan pengurangan pajak yang terutang, pengurangan tersebut
diberikan dalam hal :

a. Kondisi tertentu wajib pajak yang ada hubungannya dengan

objek pajak, yaitu:

1. wajib pajak tidak mampu secara ekonomis yang
memperoleh hak baru melalui program pemerintah
dibidang pertanahan;

2. wajib pajak pribadi menerima hibah dari orang pribadi
yang mempunyai hubungan keluarga sedarah dalam
garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu
derajat kebawah.

b. Kondisi wajib pajak yang ada hubungannya dengan sebab-

sebab tertentu yaitu:

1. wajib pajak yang memperoleh hak atas tanah melalui
pembelian dari hasil ganti rugi pemerintah yang dinilai
ganti ruginya dibawah Nilai jual Objek Pajak;

2. wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah sebagai
pengganti atas tanah yang dibebaskan oleh pemerintah
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untuk kepentingan umum yang memeriukan persyaratan
khusus;

3. wajib pajak yang terkena dampak krisis ekonomi dan
moneter yang berdampak Iluas pada kehidupan
perekonomian nasional sehingga wajib pajak harus
melakukan restrukturisasi usaha dan atau utang usaha
sesuai dengan kebijakan pemerintah;

4. wajib pajak yang melakukan penggabungan usaha
(Merger) yang telah memperoleh keputusan persetujuan
penggabungan usaha dari Dirjen Pajak;

5. wajib pajak yang memperoleh hak atas tanah dan
bangunan yang tidak berfungsi lagi sepserti semula
disebabkan bencana alam atau sebab-sebab lain yang
terjadi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan
sejak penandatanganan akta, seperti kebakaran, banijir,
tanah longsor, gempa bumi, gunung meletu;

6. wajib pajak orang pribadi Veteran, PNS, TNI, POLRI,
Pensiunan PNS, Purnawirawan TNI/POLRI atau
janda/dudanya yang memperoleh hak atas tanah dan
bangunan rumah dinas pemerintah

c. Tanah dan bangunan yang digunakan untuk kepentingan sosial

atau pendidikan yang semata-mata tidak mencari untung
misalnya panti asuhan,.(Marihot Siahaan,2003:243)

Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Gresik pada
dasarnya telah melaksanakan segala ketentuan yang tercantum dalam
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 jo Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2000 Tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
seoptimal mungkin. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan pendapatan
pajak dari sektor Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di daerah
kerja yang didata oleh KPPBB Gresik. Peningkatan penerimaan pajak
negara dari BPHTB di KPPBB Gresik juga dikarenakan tarif pajak yang
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optimal yaitu sebesar 5% (lima persen) sehingga pajak yang diperoleh
cukup beszar. '

Kantor Pelayanan PBB Gresik selalu berupaya memasyarakatkan
Undang-Undang Bea- Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
diwilayahnya. Salah satu upaya yang dilakukan KPPBB Gresik
sebagaimana merupakan upaya pelaksanaan yang dianjurkan oleh
Direktorat Jendral Pajak pada umumnya adalah :

1. Koordinasi kedalam yaitu koordinasi ke dalam lingkungan kantor
Pajak Bumi dan Bangunan sendiri dengan seksi-seksi yang
mempunyai data yang akan disuluhkan , bagi:

a. Wajib pajak baru dengan memberikan penyuluhan disertai
membagikan buku “Petunjuk Praktis Perpajakan” dan
langsung memperkenalkan peraturan-peraturan pajak yang
baru salah satu contohnya memperkenalkan Peraturan
Perpajakan Baru pada saat Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2000 Tentang BPHTB diberlakukan pada Januari
2001 vyang lalu. Pembagian buku-buku perpajakan
khususnya tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan telah dilaksanakan mulai dari kalangan anggota
DPRD Tingkat Il sampai kepada lurah atau kepala desa
sampai bawahannya masing-masing.

b. Wajib pajak lama terutama mereka yang tidak mematuhi
ketentuan perpajakan atau tidak membayar pajak
terutangnya.

2. Koordinasi keluar yaitu koordinasi dengan instansi-instansi yang
berhubungan erat dengan BPHTB yang ada di Kabupaten Gresik
misalnya dengan kantor-kantor Pemerintah Kabupaten setempat,
Kantor Pertanahan, Kecamatan sampai Kelurahan dan desa-desa
di Kabupaten Gresik. Koordinasi atau kerjasama yang juga sangat
penting adalah dengan asosiasi-asosiasi seperti  lkatan
Notaris/PPAT setempat saiah satunya adalah melaksanakan
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sosialisasi kepada para PPAT (Notaris dan Camat) di Kabupaten
Gresik. Kemudian selain itu meneliti dengan seksama atas Laporan
bulanan para PPAT serta Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan yang disampaikan oleh wajib pajak atas
kebenaran data dengan kondisi lapangan, dan menerapkan sanksi
(law enforcement) kepada para wajib pajak yang melanggar
Ketentuan yang berlaku. (Wawancara di KPPBB Gresik)
Setiap upaya-upaya umumnya telah ditetapkan oleh Direktorat
Jendral Pajak tersebut seoptimal mungkin sudah dilakukan oleh Kantor
Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Gresik untuk memasyarakatkan

tentang pentingnya membayar pajak dari Bea Perolehan Hak atas Tanah
dan Bangunan pada khususnya.

5
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BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan pada bab
sebelumnya tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di
Kabupaten Gresik, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai
berikut :

1. Pelaksanaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di

Kabupaten Gresik sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan
yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997
jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000, terutama dalam
menjaring wajib pajak dan perolehan pajaknya telah berjalan
dengan baik, hal ini dapat dilihat dari mulai tumbuhnya
kesadaran masyarakat untuk membayar pajak.

2. Upaya Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan di
Kabupaten Gresik telah menunjang dalam meningkatkan
penerimaan negara melalui sektor pajak, antara lain:

1. Melakukan penyuluhan tentang pentingnya
membayar pajak umumnya dan membayar
BPHTB pada Khususnya

2. melakukan Koordinasi kedalam lingkungan
Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan bangunan
serta melakukan  Koordinasi keluar yaitu
bekerja sama dengan instansi terkait.

l ‘__\\ -
% [ 10 P

| S| SRS Jrigey
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4.2 Saran

Penyusun memberikan saran kepada Kantor Pelayanan Pajak
Bumi dan Bangunan Gresik yang berkaitan dengan Bea Perolehan Hak
Atas Tanah dan Bangunan :

Kepada Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Gresik lebih
meningkatkan kerjasama dengan pihak Pemerintah Kabupaten Gresik
dalam hal penggalangan potensi Pajak Bumi dengan melaksanakan
pendataan PBB karena letak geografis Kabupaten Gresik berbatasan
dengan Pemerintah Kota Surabaya sehingga Perkembangan NJOP
wilayah Kabupaten Gresik dapat ditingkatkan dan mempertahankan
tingkat perolehan dari sektor Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan yang setiap tahun telah memenuhi rencana penerimaan
sebagaimana ditetapkan Direktorat Jendral Pajak dengan melaksanakan
Penelitian Surat Setoran Bea/SKBKB BPHTB lebih seksama, serta lebih
meningkatkan koordinasi antar seksi Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan
Bangunan Kabupaten Gresik.
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EMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

J1. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Icmbcr 68121
S (0331) 335462 330482 I'ax. 33048

Nomor : 15;5:/}25.1.1,’1"?‘.9;’2@-)3 Jember. 15 Mei 2703

Lampiran

Ferihal cRONSULTASI

a5 o - -

Yth, Kepala Kantor Pelnyanan Pajak
Dunl Dan Psiojunan
K".brlpn_‘t'.cn Jrocik

i -

Dekan Fakultas Hui«:um Universitas Jember bersama inj dengan horm:

menghadapkan kepada Saudara seorang mahasiswa :

MNama WLMY 4DI,
NIM 970710101018
Program S 1 Ilmu Hukum

Aldamat Via En dnpes 08 py 1t Terant Jenbs

Keperluan : Konsultasi tentane M. asalah™ Imnl gent 104 Tndng - Und
13 101 20 Tabun 2000 Tentang Ben Perolsohan Hok At
Waa Loz Tonganaa 01 Kabupaten Gre- ik Dalam Mon.

kativen Poouriisan Pajak Ne LRI N

Sehubungan dengan hai tersebut diatas kami mohon bantuan secukupnya,
Karena hasil dari konsultasi ini digunakan untuk melengkapi hahar
penyusunan skrepsi.

Atas hantuan dan kerjasama vang haik kami ucapkan terimakasih,

Dekan.

G PARON PIUS. S.H., S.U.

NIP. 130 808 085
Tembusan Kepada :
; \ .0 . Kejurs HoT.N
o VYth Kﬁhré\ Hamﬂm "'“" ......... o

: e
* Yang bersgnglutan
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DEPARTEMIN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILLAYAH XI JAWA BAGIAN TIMUR |
KANTOR PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN GRESIK

Tahy Veaddadanswatn o Foraad o Do, TR
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TP TP | EA TT I T T WA takab vl ksl LR R LR
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Pampitain -
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schahungan denean Surat keputusan Menter Neuangan KD Nemwr o b E

W AR5 72602 Langgal 2 Desember 2002 tentang, Penetapan Besarnva Nilai Perolehar
v sona Hajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan babupaten Gresii

AN A
Padgetin g indd

005 denean im dibernitahukan sebagai berikut

Penctapan besarnva NPOPTRP? BUHTE Tahun 2000 Fabupaten Gresik adaiah
N jenis Perolehan Hak NPOPTRP BPH

booWaris dan Hibah Wasiat vany diterima orang privadi vany, Kp. 150446t
masthdalam hubungan keluarga sedarah dalam garis
beturunan Jurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke
baswwah dengan pemibert hibah waosial. termasuic suan
tsbert,

- lainnva Ky 25000,

soputusan int malad berlaku pada tangeal | Januari 2003,

Apabila pada saal ransaksi SPPT PRB Tahuan 2003 belum diterina odch Waph ok
menghubungt KPPBR Gresik untuk mendapathan Koterangan NJOP PER Tabua 20
vbjek vang, akan diaiibkan hak-nya
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DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPI BL]JK INDONESIA
NOMOR : KEP-346/WPJ.11/BD.05/2002

TENTANG

PENETAPAN BESARNYA NILAI PEROLEHAN OBYEK 'AJAK TIDAK KENA PAJAK

BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
KABUPATEN GRESIK

MENTERI KEUANGAN REPUBI I INDONESIA

Bahwa  dengan  telah ditetaphannya Peraturan Pemerintah
Nomor 113 Tahun 2000 tentany Penentuan Besarnya Nilai Perolehan
Obsek Pajak Tidak Kena Pajek Bex Perlehan Hak atas Tanah dan
Bangiman, maka besarnya Nilai Perolehan Obyek Pajak Tidak Kena

Pajak untuk Kabupaten Gresik petlu ditetapkan dengan Keputusan

Menimbang

Menteri Keuangan ;

Mengingat © L Undang Undang Nomor 21 Tahan 1997 tentang Bea Perolehan
Hak atas  Tanah dan Bangunen (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara
Republik  Indonesia Nomor  3688) schagaimana telah  diubah -
dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan | embaran
Negara Republik Indonesia Nomor JO88):

2. Peraturan Pemerintah - Nomor 113 Tahun 2000 tenting
Penentuan Besamya Nilai Perolehan Obyek Pajak Tidak Kena
Patak Bea Perolchan Hak s Tanah dan Bangunan (1.embaran
Negara Republik Indonesia Talen 2000 Nomor 215, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4032);
Memperhatikan ©o b Susat - Bupati Gresik - Nonor 973884 403632002 tanggal
7 Nopember 2002 Hal  Usulan Nilai Perolehan Obyek Pajak
Tidak Kena Pajak (NPOPTRI) BPHTB Tahun 2003 :
2. Surat - Kepala  Kantor Peliyanan PBB Gresik  Nomors

SAZO0/WPLTLKB.04-2002 tinegal 28 Nopember 2002 hal
Usulan Nilai Perolehan  Obwvek Pajak - Tiduk  Kena  Pajak
(NPOPTKP) BPHTR Tahun 2003 ;

Cnpapthp-gresik |
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MEMUTUSKAN

Menetapkan  : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN
BESARNY A NILAI PEROLIITAN OBYEK PAJAK TIDAK KENA
PAJAK BEEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
UNTUK KABUPATEN GRESI KK '

PERTAMA : Besarnya Nilai Perolehan Obyvek Pajak Think Kena Pajak (NPOPITKP) Bea
Perolchan Tak atas Tanah dan Bangunan vntuk Kabupaten Gresik dalam
hal perolehan hak karena wans, dan hibah wasiat yang diterima orang
pribadi yan:: masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan
lurus satu derajat ke atas atay sati derajat ke bawah dengan pemberi hibah
wasiat, termasuk suanu/isteri, adalah schesar Rp 150.000.000,00 ( Seratus
lima pulub juta rupiah). :

KEDUA © Besormya Nilai Perolehan Obycek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) Bea
£ Perolchan 1k atas Tanal dan Bangunan untuk Kabupaten Gresik dalam
hal perolehan hak selain tersebut dalam Dikiim PERTAMA . adaluh schesar

Rp. 25.000.000,00 ( Dua puluh lima juta repiah %

Keputusan ini mulai berlaku pada taingeal 1 Lanuari 2003

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yh, -

. Direktur Jenderal Pajuk;

2. Gubernur Propinsi Jawa Timur:

3. Dircktu i"mak Bumi dan Bangunan:
4. Bupau Gresik:

5. Kepala Kantor Pelayanan PBR Gresik:

0. Kepala Kantor Penyuluhan Pajak Gresik

Ditctapkan di Surabava
Pada tinegal 2 Desember 2002

L i ) b e
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salT V. o a’diem- Maomin: e Bt o oy
|
|
REIAPITULASI NJOPTKP PSB DAN Nr G BPHT8 TAKU <0038
KANTOR WILAYAH X1 DJP JAWA & AN TIMURT
| Che o eosTRERERTe L O
No. KP PEB/ KAB/ KOTA NJOPTKP PBB WARE§ ATALi. ii3AY LAINE ¢ i KETERANGAN I
I S NIAMRT G A o . it
4 2 | 3 . LA § IR L
Ol IRP PBB SURABAYA |1 ] 1
bt Suratuva | 8.001 cicn 200D D 40 7 - I '
| | |
2. IKPIBB SURABAYA 11 i : |
TRt Surabava ‘ 8.000: oD 200 11000 . A0 e I l
z ! :
3. |[KP PBB SURABAYA 111 | : .
Kota Surabiayva i i == SBC ~ i B
' [ . ) | |
! NP IR CRrsi J
R A 8.00C 000 150 000 Ov iy 25.000 001
S. [KP PBB MADIUN
Kota Madiun 7.000 000 | B0 (00 0o 20 000 (00
Kab. Madiun 7.00C 000 50 00,000 20,000 0C0
Kab. Pacitan 7.000 000 50 (00 000 15.000 0NG
Kab. Ponorogo 7.00C 000 50 010 06O 20.000 000
6. |KP PBB BOJONEGORO
Kab. Bojonegoro 7.000 000 100.000.000 25.000 000
Kab. Tuban 5.000.000 75 000 000 25.000 000
Kab. Lamongan 7.000 000 75 000 0n0 25.000 D00
7. |KP PBB PAMEKASAN
Kab. Pamekasan 7.000.000 50 NOO 0NO 15.000.000
Kab. Sampang 7.000.000 50 000.000 15.000.000
Kab. Sumenep 7.000.000 50.000 000 20.000 000
Kab. Bangkalan 7.000 000 50 000 0Nn 15.000 000
8. |KP PBB NGAWI]
Kab. Ngawi 8.000.000 50 000 000 30.000 000
Kab. Magetan 7.000 000 50.000.000 30.000 0CO
") Wans atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga
sedarah dalam garis keturunan lurus saty derajat ke atas atau satn derajat ke bawaly dengan
pemberi hibah wasiat termasuk suami/ist;
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DEPARTEMEN KEUANGAN . EPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR WILAYAH XI JAWA BAGIAN TIMUR I
KANTOR PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN GRESIK

J1. Dr. Wahidin Sudiro Husodo No. 700, Gresik Telepon 1 3952693
Kode Pos 61161 Faksimile : 3951229

-I;cngantar surat yang dikirim dengan pos pada tanggal : 9 Mei 2003

KepadaYth : Direktur PBB dan BPHTB

Kantor Pusat DJP
J1. Gatot Subroto No.40-42
. di - Jakarta
No. : SP-Z00/WPJ.11/KB.04/2003
No. URATIAN Jumlah Keterangan

-

), Laporan Hasil Kegiatan Pembentukan dan | 1 (satu) | Disampaikan dengan hormat,
atau Pemeliharaan Basis Data SISMIOP | Berkas | memenuhi Surat Direktur Jenderal
sampai dengan Tahun 2002 Pajak Nomor : S-309/PJ.06/2003
tanggal 24 April 2003.

Gresik, 9 Mei 2003

Yang menerima,

" NIP. 060041120
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420  Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

’ PETUNJUK PENGISIAN SSB

- FMHW&:‘S(&.}“&WMmmﬂ#mwuﬂmmnmmm%wmm“&t
Lembar keigs wntuk KPPDE disampalon clsh WP Lembas kirempat untuk Kanior P, Pembayaran (Banki¥antor Pos Persepai): dan Larnbar kafina wrick PPATNotaia!
Kapaia Kantor Laleng/P ejabat Lelangi spaia Kaniors P Kabupaten/Kets

® rsiteh SSB ini dengan hene artak kapllal gisy sl

- mmmmmmummmmummmmnmm

- qummmmmummmuwmmww&

GARA PENGISUAN ;
. wmﬂwmumﬁwmhmmmmmmmmmm
® A Dioi dengan cata WP
Angin 1 3.4 saghs 7. Culap jules.
" My wmmmhmunmumm
A-gnI.wmmmmmmmmswrmmwm.mmmmm
Anghas 25.¢ sopka 6 W_hﬂumm,-ghhpw
Anpha 7.4 d engks 13, Menspakan Dbel unbsk panghiy gan NUOP PBB atas tanah dan atau bangunan yang hakvya dioesieh,

Anghs u.ouu-wrapwp-.mrwmaummmmngm-'momum

h—nn- : Petenat parbed aben by 17
el el n Pola AL b pery, yel hkisten b ey | 19
i W ——— 17 | = Medah "
e 12 | Prioran Fist Bony

Ll M| Pembansn bk bty belagn bt esepan hn n
P —tt e by Ipnnpa (1 DAL L o
- Sk yorg ey s e %

" HudC, Oisl hmumtmmmwa:ouwn

Angha 4. Diel dengen haad parkadon antars NPOPKP (angha 3) dengan tard sebetar 5% (sésual Pasal 5 UU No. 21 Tahun 1967).
Angks §. mmmmwmuummmmmm-umummmmwmum
mmummww:
R 25% x BPHTE yaig ensting (angha 4
Apatile WP adalah A3k peng
Pumacinish lsnoye, dan Perun Persanas.
b. 0% BPHTB yang lerutang (angka )
wwmmmmnmmmmwmmmmanMm-mmwhmmuu
Geagan pemben hbah wasial 5 Vst pomber] hibsh wasiat
c m-wnmmm
Asabla WP sdaieh ;
(38 orang prbadi penenma hbah waslat yang “mwiﬂulmlud&dsﬁh‘guﬁh«ml lurus satu derajat ke bawah dan ke stes
dangan pamben hbah wasiat dan bukan suambist] pember hibah wasiat
€2 badan hukum larteni penerinma hibah waslal yang melayani I?pm-n umum ¢i bidang sosial, kesgamasn, kesehatan, dan kabudaysan
. keundungan.

yang bukan Dep. LmMaPmmNmDmmmmnl.Pﬂa&lunml

" HayD - wmwna-mm,wmmmmlwmumm:
Hund . Manuns panghdunges Wp sebegaimana huas C.
Hund b > wmmumanuwmmlsmm
> mmmhwumrmmmxmmwsxsmum
> ws—umhwmmm-mamumw&u Tambehan [SXGKET),

Punid ¢ Desi daiam hal WP menghu v Sandei b Quisngan BPHTE yang lenstang karens
i 5 : B
L ucbc-:.uhn—-uumnﬁd_uﬂ 1 Tad e G e e kg b snak hinchrg e X
“,',.—m.l s encai Lo, sepest pard aeshan € 178 Gatihm natutrgan dengin punyburgan wtaks (mespe) yang oo, | ©
. l-li-ud-:mm e il Jelah mamparish Laguhos i persoiiguie pengysbungam uLaha dad
& T/R dguadan wak penddion wrum % | 12 Dujon Pajah.
e Tr!m—-:‘mmm” bt AR Y " 118 yong deriih. chos Bark Exim, Bapind, BAD, 4 BOM samingen 100 | 50
. .rum.mmwmwm:mu SN | 90 Sembeniiun Rk Mandid.
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e

DEPARTEMEN X FUANG AN R
DREXTORAT JENDERAL MUAK

SURAT SETORAN '
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

(SSB)

BERFUNGS! SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SPOP PBB)

metahal Bank / Kardor Pos

Lembar 2
Unk KPPES

Opsrasional ¥

KANTOR PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN :

PERMATIAN : Bacaksh petunjuk pengisian pada halsmen belakang lembar Ini teriebih dahebu.

A 'mwwf'ﬂLll]_{lllllllll[IlJ]]lllHlll]lj

2 Alamal Wagd Pajak
3, KewnhenDesa: ARTRW : S.Kacamatan :
6. KabupotenyXota : 7.Kode Pos : D:ED]

weoewined | LV LGE Tetalel ) LT ETRINGITE 1Y

2. Letak lanah dan atau bangunan :

3. KolumhanDess ; 4 ATMW :
5, Kecamatan : & Kabupaten/iots :
Penghmungan NJOP P88 :
Luas NJOP PBA / mf
Urrnv'.ln n»t:;m”mmwwm mmﬁmﬂm Luss x NVOP PBB /
Tansh { Bumi ) T (R A G ey g 0 o e R -, LAl I - W 5
Bangunan B R R e[ e B R S T Ay Sl Sl [ Sat g
norPes: [13lpe —

15 Janis paroiehan hak atas tanah dan atay bangunen ; [:D 14, Harga transaksi / Nilai pesar . l"" j

PENGHITUNGAN BPHTB ( Hanya diisi berdasarkan penghitungan Wajib Pajak ) Dalam Rupiah

hiiai Peroienan Objek Pajak (NPOP) 1|»

Nilai Perolenan Otjex Pajak Tidek Kana Pajak (NPFOPTIR) 2 15.000.000,00

Nilal Percienan Otjek Pajak Kena Pajak (NPOPKP) npka 1-angha2 | 3| D=

Bea Perolshan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang Lenstang % x anghs 3 4|

Pengenaan 25% karena pemberan hak pengekckaarnviengenaan 0% stau S0% karena hibah wasi ) NI Nranghed| 5 | P

Bea Parolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang harus dibayar L

Jumlah Setoran berdasarkan : Uniuk disetorkan ke rekening Kas Negara qq.BPHTE MAP :
D a. Penghitungan Wajib Pajak
D b.STB / SKBKB / SKBKBT *)  Nomor ; Tanggal :
[[] . Pengurangan dihitung sendisi karena m !
T R, T M S

Dengan angka Dengan hunu :
F )

) Covet yang bax per
MENGETAHUL ; DITERIMA OLEM : ol
PPATANOTARISAEPALA KANTOR LELANG/PEJABAT LELANG/ BANX / KANTOR POS PERSEPSI WARB PAJAK / PENYETOR
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATENXOTA %) T s
Mama lengan, st dun larca 'angin Nama lengap, Eeerel dan tands ngen N lorgian, semoul, dan e g
st T Nomor oomen [ [0 (T (T 0T
KP P88 WP | DO ED LT OO0 CTE - EELTLE)

KP.BPHTE 1.1 -99
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422  Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
SURAT SETORAN
| ) BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN Larmbar 3
- (SSB) it
Walib Pajak
DEPARTEMEN KELANGAN RI BERFUNGSI SEBAGA|I SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK
N SN RO e PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SPOP PBB)

KANTOR PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN :
PERHATIAN : Bacalah petunjuk pengisian pada halaman belakang lembar Ini terleblh dahulu.

Ao ovvemwpras: [T T T TTTTTTTTTTTITTITTITITTITIITTTIT]

2 Alamal Wajib Pajsk ;

3 Kelurahan/Desa : AHT/RW 5. Kecamalan :

& Kabupalen/Kom: - 7.Kode Pos D:DE 1
G 1. Nomor Oojek Pejak (NOP) PBB: E[:H_{—H |]III]U_L_]L_LI_1_]D

2. Letak tanah dan atau bangunan :

3. KelumhanDesa ; 4 RT/AW ;
5. Kecamatan: 5 Kabupaten/Mola:
Penghitungan NJOP PS8 ;
TT NJOF P88 /v
Uraian (Dhal Lusd lanah dan aiau bangunan | (Oes Bovdasarkan 5P PES tnon Luas x NJOP PBB / n¥
rang heknys dpocoheh) ForfiITya parianan Fak)
Tanan { Bumi ) 7 il S S .m?| 8|Rp.... Sl gbe gt T
Bangunan BB i cabpssissisinsmmismses PP SORRD 12 RP . b o ana § ranga 10 1
NJOP PBB: |3 B i argea 11 AngRa 17 !
15. Janis pevolehan hak alas tanah dan atay bangunan : ED 14, Haga transaksl / Neka pasar : I—np J .
C. PENGHITUNGAN BPHTB ( Hanya diisi berdasarkan penghilungan Wajib Pajak ) Datam Rupiah
Niia Porclenan Obyok Pajak (NPOP) R 4
Nikal Peralenan Ocyex Pagak Tidak Kana Pajak (NPOPTKF) 2 15.000.000,00
Nilal Parolerian Objek Pajak Kona Pajak (NPOPKP) sogha 1 -ungke2 | 3 | B
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang lerutang 5% ¥ angks 3 al»
Pengenaan 25% karena pambenan hak pengeiclaanpengenaan 0% atau S0% xavena hibah wasiat *) oNZINIONsuophed| 5 | B
Bea Perolehan Hak atas Tanah cun Bangunan yang harus dibayar 5|
0. Jumiah Setoran berdasarkan : Untuk disetorkan ke rekening Kas Negara qq.BPHTB MAP : [0 T1[5] 1]
[[] a.Penghtungan Wajib Pajak
E] b.STB/ SKBKB / SKBKBT *) Nomor : Tanggal :
[[] e. Pengurangan dihitung sendiri karena : i
(1] ,
Eld.ot :
Dengan angka Dengan huruf : !
Rp. l
| | |
“} Coret yany boak cerk
MENGETAHU! : DNTERIMA OLEH ; IR " et A
PPATAHOTARIS/XKEPALA KANTOR LELANG/PEJABAT LELANG/ BANK / KANTOR POS PERSEPSI WAJIB PAJAK / PENYETOR
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATENKOTA *) .
Nama gy, smmom, dan ooy ange Nama lmnghag, semgel, dan s langan Naamia longian, stwmpel. g Lada Lga
m:“;ﬂm‘:ﬂ Nomor Dokumen [T ] [T CT 1 1 T T 1] I 13
XP PBB Chorrstsiens. ETICTICED) (T 0D O30

KP.BPHTB 1.1 - 90 Lombar ¥5 - KPPBB
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SURAT SETORAN
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN Cambal e

(SSB) e

(Bank/ Kantor Pos Persepsi}

DEPARTENEN KEUANGAN A1 BEAFUNGSI SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK
FAERT O ORI B PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SPOP PBB)

KANTOR PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN :
PERMATIAN : Bacalah petunjuk pengisian pada halaman belakang lembar ini terlebih dahulu

A vNemawappisk: [T T TTTTTTTTITTITITITITITTTTTITITTITTT]

2. Alamal Wajib Pajak :

3. KelurahanDesz 4RTRW 5.Kecamatan :

5 Kabupaten/Xota: 7.Kode Pos : D:E[D
B 1. NomorObjek Pajak (NOP) PBR: AENEEE RN EN R VR

2. Letak fanah dan alau bangunan :

3. KelsrahanDesa . . 4 ATmw
5. Kecamatan: 6. Kabupaten/Xota :
Penghitungan NJOP PBB :
Luas NJOP P88 /
Uraian (Dt Lmrm’ﬂ;zm:m .ﬁ-m”ﬂ;‘mwm Luas x NJOP PBB /
Tanah ( Bumi ) T : TS ooyt SOl () |7 et s SN | | P [T
Bangunan 8 l L S Mo o, PN (mTww]
MIOPPBB: [13RP ... simssseiviss [ AR T BRALIE
15. Jenis perolehan hak atas tanah dan atau bangunan : D:] 14. Harga transaksi / Nilai pasar : lnp ]
C.  PENGHITUNGAN BPHTHA ( Hanya diisi berdasarkan panghitungan Wajib Pajak ) Dalam Rupiah
Nilai Petolenan Objek Pajak (NPOIM) 1| -
Nikai Permichan Obiok Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) 2 15.000.000,00
Niai Perolenan Objek Pajak Kena Puyjak (NPOPKP) angia 1-sengka2 | 3| P
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang terutang &% x sngka 3 4|
Ponganann 25% karena pambenan hak pengelclaan/pengenaan 0% atau S0% karena hibah wasiat ") 0%R25%S0%amngknd| 5 | B
Bea Porolehan [Hak atas Tanah dan Bangunan yang harus dibayar L
0. Jumlah Satoran berdasarkan : Untuk diselorkan ke rekening Kas Negara qq.BPHTB MAP :
E a. Penghitungan Wajib Pajak
[]b.ST8/SKBKB/ SKBKBT *) Nomor: Tanggal :
[[] & Pengurangan dihitung sendir karena : [:D
e s T S T
Dengan angka Dengan huruf :
Fe )
*} Coret yang tidak park
MENGETAMUL ; DITERIMA OLEH : el T i
PPATANOTARIS/KEPALA XANTOR LELANG/PEJABAT LELANG/ BANK / KANTOR POS PERSEPSI WAJIB PAJAK | PENYETOR
KEPALA XANTOR PERTANAHAN KABUPATENKXOTA 7) L[ )1 ——
Nama lergha, shompa, den L Ju Langan Nama inngeag, semoel, 2an Landa Ingan Nama g, siempel, dan nda [agen

_Hnrmdliai Nomor Dokumen [:[:”:D'vllllllllllill
oleh petuges NOP PBB baru: [T7] o CLL) O

KP PBB
KP.BPHTB 1.1-99 Lembar 4'5 - KP Perseps!
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Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

SURAT SETORAN
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

(SSB)

Lembar 5

Untuk PPAT { Nolaris/ Kepala
Kandor Latang / Pejabet Leteng/

OEPARTENEN KEUANGAN M
DIREXTORAT JEXDERAL PAJAK

BERFUNGSI SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SPOP PBB)

Kabupsten | Kota

KANTOR PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN :

PERHATIAN : Bacalah petunjult pangisian pada halaman belakang lambar ini isrisbih dahulu.

A

2 Alamal Wajb P 3k :

W eaweorae: | 1 | DI T LTI LN VT I VI TTTITITITTITTT]

1' KelurahanDesa :

5 Kecamatan :

6 KabupalenXota:

4 ATRN

B. !

Nomar Otyak Pajak (NOP) PBB ;
2 Lelak lanah dan atau bangunen :

(OO OO0 OO0 00 010 O

3 KelumhanDesa :

4 RT/AW :

5. Kecamatan:

6. Kabugalenota

Penghitungan NJOP PBB :

Uralan

NJOP PBE /
(il Bertacakan SPPT PBS (ahun
NOTRCHT N D OMNNAN k]

Luas x NUOP PBB / m?

Tanah ( Bumi )

Bangunan

15, Jores perolehan hak atas tanah dan atay bangunan ; D:]

NJOP PBB:

14, Hargs ansaks / Niai pasar lﬂ

FENGHITUNGAN BPHTB ( Hanya diisi berdasarkan penghitungan Wajib Pajak )

Dalam Rupiah

Nila Perolehan Otyek Pajak (NPOP) 1

Y

N Perolehan Otyok Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKE) 2

15.000.000,00

Nilai Peroletian Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP)

angks 1 - angks 7 3

Bea Perolahan Hak Alas Tanah dan Bangunan yang terutang

5% x angks 3 4

Purgonaan 25% kavena parmberian hak pengeiciaanibengenaan 0% atau 50% karena hibah wasiat )

DR2SLSINcaghad| 5

Y(v|Y

Bea Perolehan Hak atas Tanah can Bangunar, yang harus dbayar 6

>

Jumlah Seloran berdasarkan :
D a. Penghitungan Wajib Pajak
D b. STB/ SKBKD / SKBKBT *)
[[] <. Pengurangan dihitung sendiri karena : EEI "

Nomor : Tanggal :

Untuk diselorkan ke rekening Kas Negara qq.BPHTE MAP @ [0 ]1[5]1]

Oa
Dengan angka

Dengan hurut :

[Re.

-

*) Coret yarg vdax peviu

MENGETAHWN :
PPATNOTARISAKEPALA KANTOR LELANG/PEJABAT LELANG/
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATENXOTA %)

DITERIMA OLEH :

o

BANK / KANTOR POS PERSEPSI
Tanggal :

g, mempe, an s ergen

WAJIB PAJAK / PENYETOR

Kawra longiaa, e e, Gan anca vgan

Narme g, Sampol, 040 Bnda rgen

Harys diisi
olsh petuges
KP PBB

Nomor Dokumen

o
0 MO0 oo oo oo

KP.BPHTB 1.1-99
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1.

i

KANTOR PELA

BAHAN RAKORDA

YANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN GRESIK

R

. PERKEMBANGAN REALISASI PENERIMAAN PBB dan BPHTB

Realisasi penerimaan PBB d

sampai dengan Minggu 11l Bulan Mei 2003, adalah sebagai berikut :

an BPHTB terhadap rencana penerimaan dan rencana tahapan penerimaan

Dalan ribuan
Tahapan
Rencana Penerimaan PBB e
No. Sektor Penerimaan |(25%) dan BPHTB Riﬁiﬁ:isﬁz ;\; " :/; 50/:
Tahun 2003 (41,65%) s/d Mei ' N i
2003
1 2 3 4 5 6 7
1|Pedesaan 4696.622 1.174.155 705.505| 15,02%| 60,09%
2|Perkotaan 18.139.861 4.534.965 1.366.852 7.54% 30,14%
SKB 22.836.483 5.709.120 2.072.357] 907%| 3630%
3|Perkebunan 40.231 - - - -
4|Perhutanan 69.623 - - - -
5|Pertambangan 7.591.732 1.897.933 3.613.546| 47,60%| 190,39%
- Migas 71571.732 1.892.933 3.613.546| 47,72%| 190,90%
- Non Migas 20.000 5.000 - - -
6/PBB 30.538.069 7.607.053 5.685.903| 1862%| 74,75%
7|BPHTB 8.715.463 3.629.990 4.839.990 5553%| 133,33%
8|PBB + BPHTB 39.253.532 11.237.043 10.525.893| 26,82%| 9367%

. Evaluasi Realisasi Penerimaan PBB dan BPHTB Tahun 2003

Evaluasi Realisasi Penerimaan PBB (SKB) Tahun 2003

Penerimaan PBB

Rp. 2.072.357.000,- atan 9,0

SKB sampai dengan Minggu II Bulan Mei 2003 terealisasi  sebesar

7% terhadap rencana penerimaan PBB Tahun 2003 atau 36,30% terhadap
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rencana penerimaan tahapan. Kecilnya prosentase penerimaan ini disebabkan karena masih rendahn
penerimaan dari Wajib Pajak yang potensial baik sektor perkotaan maupun sektor pedesaan ya

cenderung pembayarannya mendekati jatuh tempo.

Evaluasi Realisasi Penerimaan PBB (APBN) Tahun 2003

Penerimaan PBB APBN sampai dengan Minggu IIT bulan Mei 2003 dapat terealisir sebes
Rp. 5.685.903.000,- atau 18,62% terhadap rencana penerimaan PBB Tahun 2003 atau 74,75% terhad
rencana penerimaan lahapan, disebabkan karena s.d Minggu 111 Bulan Mei ‘Lahun 2003 telah tereali

penerimaan PBB dari sektor Pertambangan Migas sebesar Rp. 3.613.546.000.

Evaluasi Realisasi Penerimaan BPHTRB Tahun 2003

Penerimaan BPHTB sampai dengan Minggu IIT bulan Mei 2003 dapat terealisir sebesar R

4.839.990.000 atau 55,53% terhadap rencana penerimaan BPHTB Tahun 2003 atau 133.33% terhad.

rencana tahapan. Cukup baiknya prosentase penerimaan ini disebabkan karena

a. Besarnya Kesadaran Wajib Pajak atau kewajiban pembayaran BPHTB nya yang mengadak:
transaksi jual beli tanah atau bangunan.

b. Koordinasi yang cukup baik antara KPPBD Gresik dengan Instansi terkait dari BPN, Notaris d:

PPAT.

Hambatan

Rendahnya penerimaan PBB terutama dari sektor pedesaan dan perkotaan tersebur antara lain jug
discbabkan karena kebiasaan pembayaran PBB olch wajib pajak yang dilakukan pada saal mendek:

Jatuh tempo dan pada saat masa panen raya.
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Perbandingan Realisasi Penerimaan PBB dan BPHTB s/d Mei Minggu ke 11

Tahun 2002 dan Tahun 2003

Dalam 1
Th. 2002 Th. 2003 s
" SR lr Ken Pen I::: ‘;‘: Tﬁi f; Ken Pen l::: 1;:: ?fld ,:E:S %
2002 ' 2003 ' 7.4
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 |Pedesaan 5.096.621 738771 [ 1451%|  4.696.622 705.505 | 1502%| 953
2 |Perkotaan 18139862 | 6.012581 3315%| 18139861 1.366.852 7.54% 27
SKB (1+2) 23236483 |  6.752.352 | 29,06% 22836483 | 2072357 | 9.07%| 30,6¢
3 |Perkebunan 30171 40.231 -
4 |Perhutanan 66.415 - 69.623 -
S |Pertambangan 4.983.595 864.721) 1735%| 7.591.732| 3.613548 47,60%)| 417,89
- Migas 4.963.595 848.460 | 17,09%| 7571.732| 3.613546 47,72%| 425,89
- Non Migas 20.000 16.255 | 81,28% 20.000 .
6 |PBB 28316664 | 7.617.073| 26.90% 30.536.069| 5.685.903 | 1862% 74,65
7 |BPHTB 7.797399 | 5482446 | 7031% 8715463 | 4839990 5553% 88,28
8 |PBB + BPHTB 36.114.083 | 13099519 | 36,27% 39253532 10525893 | 2682% 90,3@

Realisasi penerimaan PBB dan BPHTRB

s/d Mei Minggu ke III Tahun 2003 yang mengalami Short F

sebesar 80,33 %4 bila dibandingkan dengan realisasi penerimaan pada periode yang sama Tahun 20(

dikarenakan adanya

1. kecenderungan WP polensial yang baru membayar PBB terhulang, pada saat mendekati langgal jal

tempo,

2. Penerimaan BPHTB sebegar 88,289

bila dibandingkan dengan tahun 2002

pada periode yang sama.

dari tahapan disebabkan transaksi jual beli cenderung kurar
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II. POTENSI DAN RENCANA PENERIMAAN PBB DAN BPHTB TAHUN 2003

Dalam ribuan

Pokok Tunggakan Potensi Rencana

Sektor Th. 2002 2000 s/d Th. 2003 Penerimaan
e 2002 (3+4) Th. 2003
2 3 4 2] 6
Padesaan 4.884.461 3.462.287 8.746.748 4.696.622
2 | Perkotaan 21.603.221 8.356.120 20.959.341 18.130.861
SKB (1+2) 26.487.682 11.818.407 38.706.089 22.836.483
Perkebunan 28.456 81.124 109.580 40231
Perhutanan 70.047 . 70.047 69.623
Pertambangan

- Migas 5.028.804 - 5.028.804 7.671.732
- non Migas 18.085 - 18.085 20.000
P.3 5.145.392 81.124 5.226.516 7.701.586
APBN 31.633.074 11.899.531 43.532.605 30.538.069
BPHTB - - - 8.715.463
PBB & BPHTB 31.633.074 11.899.531 43.532.805 39.253.532
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